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ABSTRAK 
 
 
Sri Ambarwati, 2008. REALISASI TANGGUNG JAWAB PERDATA 
PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG PENERBANGAN 
DOMESTIK PADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerugian apa saja yang menjadi 
tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang penerbangan 
domestik, untuk mengetahui realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia 
terhadap penumpang penerbangan domestik, serta untuk mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang menjadi hambatan dalam realisasi tanggung jawab PT. Garuda 
Indonesia terhadap penumpang penerbangan domestik dan bagaimana solusi 
untuk mengatasi masalah tersebut. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan studi dokumen (bahan 
pustaka). Lokasi penelitian dilakukan di PT. Garuda Indonesia Pusat Jakarta dan 
PT. Garuda Indonesia Cabang Surakarta. Analisis data menggunakan analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa kerugian yang menjadi 
tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang penerbangan 
domestik yaitu mati atau lukanya penumpang, hilang atau rusaknya barang bagasi 
penumpang serta keterlambatan pesawat. Prinsip tanggung jawab yang digunakan 
PT. Garuda Indonesia adalah prinsip absolute liability, namun untuk 
keterlambatan pesawat yang digunakan adalah prinsip presumption of liability. 
Tanggung jawab PT. Garuda Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 43 UU 
No. 15 Tahun 1992 dan juga masih didasarkan pada Ordonansi Pengangkutan 
Udara sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 1992. Mengenai 
batas ganti rugi didasarkan pada PP No. 40 Tahun 1995, namun dalam hal jumlah 
ganti rugi tidak selalu mutlak mengikuti ketentuan PP tersebut. Realisasinya, 
dalam hal kematian atau lukanya penumpang yang disebabkan karena kesalahan 
pengangkut, PT. Garuda Indonesia memberikan ganti rugi lebih besar dari jumlah 
yang ditentukan dalam PP No. 40 Tahun 1995. Untuk kerugian berupa hilang atau 
rusaknya barang bagasi penumpang serta keterlambatan pesawat besarnya jumlah 
ganti rugi sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 1995. Faktor-faktor yang 
menjadi hambatan dalam realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap 
penumpang penerbangan domestik yaitu antara lain dari faktor ahli waris dari 
penumpang yang meninggal, faktor warga negara asing yang melakukan 
penerbangan domestik, serta penumpang yang menggunakan tiket atas nama atau 
milik orang lain.  
Implikasinya yaitu adanya ketentuan yang kurang spesifik mengenai 
keterlambatan pesawat sehingga ada penumpang yang merasa dirugikan karena 
kurang mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai keterlambatan pesawat. 
Adanya hal tersebut, maka perlu adanya ketentuan yang jelas mengenai 
keterlambatan pesawat. 
MOTTO 
 
 
Self trust is the first secret of succes. 
Yakin pada diri sendiri adalah rahasia utama keberhasilan. 
(Ralph Waldo Emerson) 
 
Masa depan akan selalu memberikan sesuatu kepada orang yang tetap yakin 
akan sesuatu. 
(H.L. Hollis) 
 
If you never try, you will never know. 
(NN) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-
ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian 
besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan 
melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. 
Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan 
penggunaan alat pengangkut modern yang digerakkan secara modern 
(Abdulkadir Muhammad, 1998: 7). 
Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, maka 
pembangunan di segala bidang sangatlah penting peranannya. Kemajuan dan 
kelancaran di bidang pengangkutan akan sangat menunjang pelaksanaan 
pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan 
pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh 
pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, 
pendidikan (Abdulkadir Muhammad, 1998: 8). Pada era pembangunan 
sekarang ini, salah satu sarana pengangkutan yang perlu diperhatikan dan 
sangat penting peranannya adalah pengangkutan udara. Pengangkutan udara 
mempermudah dalam melakukan transportasi antar pulau maupun daerah 
dengan waktu yang lebih singkat dan ekonomis, karena biaya masih dapat 
dijangkau oleh masyarakat. 
Seiring perkembangan teknologi dan jaman, masyarakat juga lebih 
sering menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutannya baik untuk 
bepergian intern dalam sebuah pulau maupun antar pulau. Hal ini terjadi 
karena adanya efektivitas dalam waktu. Pesawat udara memiliki kecepatan 
yang melebihi alat pengangkutan yang lain, seperti pengangkutan darat dan 
laut. Bepergian ke pulau lain atau dalam sebuah pulau yang memiliki jarak 
jauh, apabila dilakukan dengan menggunakan pesawat udara akan menempuh 
waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan 
transportasi darat maupun laut. Semakin banyak orang yang menggunakan 
fasilitas angkutan udara maka semakin lama semakin banyak bermunculan 
maskapai penerbangan yang menawarkan fasilitas yang berbeda-beda. 
Beberapa tahun belakangan, industri penerbangan nasional 
berkembang dengan cukup pesat. Harga tiket penerbangan untuk berbagai 
rute domestik secara rata-rata turun hingga 35 persen dari harga sebelum 
deregulasi. Frekuensi penerbangan pun meningkat sangat pesat dan mampu 
membawa penumpang hingga lebih dari 25 juta orang pertahun (Yose Rizal 
Damuri, http://www.tempointeraktif.com, 20 September 2007 pukul 17.00). 
Peningkatan pesat dalam bisnis penerbangan sayangnya tidak 
dibarengi dengan peningkatan pesat di beberapa bidang sumber daya vital, 
baik secara kuantitas maupun kualitas. Banyaknya maskapai penerbangan 
baru yang muncul memang banyak memberikan banyak pilihan pada 
masyarakat, namun dengan adanya hal ini akan menimbulkan kebingungan 
dan rasa khawatir pada masyarakat. Tarif yang ditawarkan mungkin saja tidak 
diimbangi dengan kualitas layanan kepada penumpang. Mengenai kualitas 
layanan yang masih buruk masih bisa dimaklumi, namun apabila tarif murah 
itu tidak diimbangi dengan kelaikan pesawat maka akan dapat berakibat fatal. 
Masih banyak persoalan penerbangan yang harus ditelaah, agar bisnis 
penerbangan bisa berjalan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. 
Tidak selamanya angkutan udara dapat terselenggara dengan baik, 
sebab tidak menutup kemungkinan pula terjadinya hal-hal yang akan 
menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa angkutan udara, misalnya 
kecelakaan atau musibah dalam melakukan penerbangan yang menyebabkan 
kematian atau luka pada penumpang, hilang atau rusaknya barang bagasi saat 
melakukan penerbangan, maupun adanya keterlambatan pesawat. 
Sejak tahun 2000 telah terjadi banyak kecelakaan pesawat dari 
perusahaan penerbangan Indonesia. Kecelakaan yang terjadi merupakan 
kecelakaan dari penerbangan domestik. Data kecelakaan pesawat maskapai 
penerbangan Indonesia dari tahun 2000-2007 adalah sebagai berikut : 
Kecelakaan Pesawat Maskapai Penerbangan Komersil di Indonesia 
Tahun 2000-2007 
Tanggal Lokasi kecelakaan pesawat 
14 Januari 2002 Lion Air Penerbangan JT-386 jatuh setelah lepas 
landas di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, 
Riau. 
16 Januari 2002 Garuda Indonesia Penerbangan 421 mendarat darurat 
di Sungai Bengawan Solo. 
3 Juli 2004 Lion Air Penerbangan 332 jatuh di Palembang. 
30 November 2004 Lion Air Penerbangan 538 tergelincir di Bandara Adi 
Sumarmo, Solo. 
10 Januari 2005 Lion Air Penerbangan 789 gagal lepas landas di 
Kendari, Sulawesi Tenggara. 
15 Februari 2005 Lion Air Penerbangan 1641 terperosok di Bandara 
Selaparang, Mataram, NTB. 
5 September 2005 Boeing 737-200 Mandala Airlines Penerbangan RI 01 
gagal take off Bandara Polonia Medan lalu terperosok 
ke pemukiman penduduk. 
4 Maret 2006 Lion Air Penerbangan IW 8987 tergelincir di Bandara 
Juanda. 
5 Mei 2006 Batavia Air Penerbangan 843 tergelincir di Bandara 
Soekarno Hatta. 
1 Januari 2007 Adam Air Penerbangan 574 jatuh di Selat Makasar 
21 Februari 2007 Boeing 737-200 Adam Air Penerbangan KI 172 
tergelincir di Bandara Juanda, Surabaya 
7 Maret 2007 Garuda Indonesia Penerbangan GA-200 meledak 
ketika mendarat di Bandara Adi Sutjipto 
23 Maret 2007 Merpati Nusantara Airlines Boeing 737-300 pecah 
kaca depan di Kupang 
Sumber : 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecelakaan_pesawat_penumpang, 30 
April 2008 pukul 11.00) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecelakaan pesawat maskapai 
penerbangan Indonesia sering mengalami kecelakaan dalam rute penerbangan 
domestik. Pada rute penerbangan internasional dalam periode tahun 2000-
2007 maskapai penerbangan Indonesia tidak pernah mengalami kecelakaan. 
Di dalam dunia penerbangan penyebab kecelakaan tidak pernah 
disebabkan oleh faktor tunggal (single factor) yang berdiri sendiri. Suatu 
sebab yang berdiri sendiri tidak mempunyai arti apa-apa, tetapi apabila 
kombinasi suatu faktor dapat menyebabkan kecelakaan pesawat terbang yang 
menyebabkan kematian orang. Berbagai faktor penyebab kecelakaan seperti 
faktor manusia (human error), pesawat terbang itu sendiri (machine), 
lingkungan (environment), penggunaan pesawat udara (mission) dan 
pengelolaan (management) (Martono, 1995: 145). 
Adanya kecelakaan dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan tersebut, 
maka harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian 
tersebut. Tanggung jawab atas pemakai jasa angkutan udara didasarkan 
perjanjian antara pengangkut dengan penumpang, sehingga apabila terjadi 
suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi penumpang maka pihak 
pengangkut bisa dimintai pertanggungjawaban. Selama pengangkutan 
berlangsung, penguasaan pesawat beserta isinya ada di tangan pengangkut. 
Oleh sebab itu, apabila dalam pengangkutan udara terjadi musibah atau 
kecelakaan, kerugian yang timbul dari keadaan tersebut menjadi tanggung 
jawab pengangkut. Demikian pula dengan kerugian yang timbul karena 
kehilangan atau kerusakan barang atau bagasi dan keterlambatan pesawat juga 
merupakan tanggung jawab pengangkut. 
Tanggung jawab pengangkut udara diatur dalam beberapa pasal di 
Ordonansi Pesawat Udara (Stbl. 1939 No. 100) yaitu pada Pasal 24 ayat 1, 
Pasal 25 ayat 1 serta Pasal 28 Ordonansi Pesawat Udara. Selain dalam 
Ordonansi Pesawat Udara, pengaturan tentang tanggung jawab pengangkut 
diatur pula dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan sebagai pengganti Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 tentang 
Penerbangan. Dalam Pasal 74 butir a Undang-Undang Penerbangan ini 
disebutkan bahwa Ordonansi Pengangkutan Udara dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 ini 
atau belum diganti dengan Undang-Undang yang baru. Ketentuan mengenai 
tanggung jawab pengangkut udara juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. 
Salah satu maskapai penerbangan yang tetap bertahan sejak awal 
munculnya usaha penerbangan di Indonesia sampai sekarang yaitu Garuda 
Indonesia. Garuda Indonesia yang telah didirikan pada tahun 1949 ini 
merupakan maskapai penerbangan BUMN pertama dan tertua yang telah 
mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat. PT. Garuda Indonesia 
dalam menjaga keselamatan pengguna jasa angkutan udara tidak hanya 
kelaikan pesawat saja yang diperhatikan, tetapi juga prasarana dan sarana 
penerbangan, sehingga akan memberikan kepercayaan pada pengguna jasa 
angkutan udara PT. Garuda Indonesia. PT. Garuda Indonesia juga 
memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada penumpang, salah 
satunya dapat dibuktikan dengan adanya program baru dari Garuda Indonesia 
atau yang sering disebut dengan keanggotaan GFF (Garuda Frequent Flyer). 
GFF merupakan salah satu bentuk penghargaan dari PT. Garuda Indonesia 
terhadap penumpang yang menjadi pelanggan setia PT. Garuda Indonesia.  
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 
bagaimana realisasi atau pelaksanaan dari tanggung jawab perusahaan 
penerbangan kepada penumpang penerbangan domestik, khususnya di 
perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia. penulis bermaksud untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “REALISASI TANGGUNG JAWAB 
PERDATA PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG 
PENERBANGAN DOMESTIK  PADA PT. GARUDA INDONESIA 
(PERSERO) ”  
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penulisan 
hukum, karena akan mempermudah pemahaman permasalahan yang dikaji 
serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan tepat 
sasaran. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Kerugian apa saja yang menjadi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia 
terhadap penumpang penerbangan domestik? 
2. Bagaimanakah realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap 
penumpang penerbangan domestik? 
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam realisasi tanggung 
jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang penerbangan domestik 
dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto (2006: 3), penelitian merupakan suatu 
sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis 
maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu 
pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami 
segala segi kehidupan. 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan obyektif 
a. Untuk mengetahui kerugian apa saja yang menjadi tanggung jawab 
PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang penerbangan domestik. 
b. Untuk mengetahui realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia 
terhadap penumpang penerbangan domestik. 
c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan 
dalam realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap 
penumpang penerbangan domestik dan bagaimana solusi untuk 
mengatasi masalah tersebut. 
 
2. Tujuan subyektif 
a. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam hal 
hukum dagang khususnya hukum pengangkutan mengenai realisasi 
tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang penerbangan 
domestik pada PT. Garuda Indonesia. 
b. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum 
sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang 
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis 
peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Di dalam suatu penelitian, penting kiranya dirumuskan manfaat dari 
penelitian itu sendiri. Penelitian diharapkan akan memberikan suatu manfaat 
yang berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam 
bidang hukum perdata pada umumnya dan hukum dagang pada 
khususnya yaitu mengenai realisasi tanggung jawab pengangkut 
udara terhadap penumpang penerbangan domestik pada PT. Garuda 
Indonesia. 
b. Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan acuan terhadap 
penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
 
2. Manfaat praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam tanggung 
jawab pengangkut udara terhadap penumpang penerbangan domestik 
pada PT. Garuda Indonesia. 
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
masalah yang diteliti. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto (2006: 6-7) pada 
hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan 
mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang 
dihadapinya. Selain itu, Soerjono Soekanto juga menarik beberapa 
kesimpulan mengenai peranan metodologi dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut : 
1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau 
melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap; 
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang 
belum diketahui; 
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 
indisipliner; 
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan 
pengetahuan, mengenai masyarakat. 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian. 
Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penulis mencari data 
dan informasi secara langsung ke PT. Garuda Indonesia Pusat Jakarta 
dan PT. Garuda Indonesia Cabang Surakarta. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 
Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar 
dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 
kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Sesuai dengan jenis penelitian empiris, maka pendekatan penelitian 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 
empiris/sosiologis. 
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 
ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Garuda Indonesia Pusat 
Jakarta dan PT. Garuda Indonesia Cabang Surakarta. Penulis memilih 
PT. Garuda Indonesia sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan  
PT. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang 
pertama kali didirikan dan merupakan maskapai penerbangan BUMN 
pertama di Indonesia yang diharapkan akan dapat menjadi contoh bagi 
maskapai penerbangan yang lain. 
 
5. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian 
(Soerjono Soekanto, 2006: 12). Data yang diperoleh penulis dalam 
penelitian ini antara lain : 
1) Sejarah PT. Garuda Indonesia. 
2) Ganti rugi kecelakaan pesawat PT. Garuda Indonesia. 
3) Keanggotaan Garuda Frequent Flyer. 
4) Perjanjian peraturan dalam negeri. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian 
dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2006: 12). Data sekunder ini 
diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, dan sebagai data 
yang menunjang data primer. Data sekunder yang digunakan 
penulis antara lain buku-buku literatur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu antara lain : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
3) Ordonansi Pengangkutan Udara (Stbl. 1939 No. 100). 
4) Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. 
5) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. 
6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha 
Milik Negara. 
8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas. 
9) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 
Penumpang.  
6. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 
orang (informan) atau suatu peristiwa di lokasi penelitian yaitu PT. 
Garuda Indonesia Pusat Jakarta dan PT. Garuda Indonesia Cabang 
Surakarta, dengan melakukan wawancara kepada : 
1) Legal Advisor  Garuda Indonesia Pusat Jakarta, 
2) Insurance and Treasury Risk Manager Garuda Indonesia Pusat 
Jakarta, 
3) Senior Finance Report Officer Garuda Indonesia Cabang 
Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai 
penunjang data primer dan penulis memperoleh sumber data dari 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok 
bahasan, buku-buku dan artikel-artikel internet yang berkaitan 
dengan pokok bahasan. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat 
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 
atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2006: 
21). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dilakukan dengan cara: 
a. Wawancara (interview) 
Wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara ini dilakukan 
secara terstruktur dan bebas. 
b. Studi Dokumen (bahan pustaka) 
Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data dengan cara 
mengkaji substansi atau isi suatu bahan hukum yang berupa buku, 
seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta 
tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
8. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 
penelitian, karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses 
dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapatkan suatu kesimpulan 
yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknis analisis 
data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data 
yang bersifat kualitatif. 
Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono 
Soekanto, 2006: 250). 
Dalam metode analisis kualitatif ini, penulis menggunakan cara 
analisis data mode interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian 
kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan 
(conclusion drawing). Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk 
interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus 
(Soetopo, 1988: 37). 
Pengumpulan 
Data 
Data Display 
Conclusion 
Drawing 
Data Reduction 
Adapun skema dari analisis interaktif menurut Soetopo dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, menganalisis serta 
memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum ini, maka 
penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan 
pemilihan judul, perumusan masalah yang menjadi dasar penulisan skripsi, 
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 
Dalam latar belakang masalah diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar 
belakang dan alasan dilakukannya penelitian tentang realisasi tanggung jawab 
pengangkut udara terhadap penumpang penerbangan domestik pada PT. 
Garuda Indonesia. Kemudian untuk menjaga agar penelitian tidak terjadi 
penyimpangan dalam mengumpulkan data dan ketidakjelasan dalam 
pembahasannya, maka penelitian dibatasi pada pokok-pokok permasalahan 
dalam perumusan masalah. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini 
meliputi, kerugian apa saja yang menjadi tanggung jawab PT. Garuda 
Indonesia terhadap penumpang penerbangan domestik, bagaimanakah 
realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang 
penerbangan domestik, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan 
dalam realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang 
penerbangan domestik dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah 
tersebut. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang 
berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi pengangkutan pada 
umumnya, perjanjian pengangkutan, pengangkutan udara, penumpang, 
Perseroan Terbatas (PT), Tanggung jawab pengangkut udara terhadap 
penumpang, serta asuransi pengangkutan. Materi-materi dan teori-teori ini 
merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh 
mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh di 
lapangan dan pembahasannya mengenai : 
1. Kerugian apa saja yang menjadi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia 
terhadap penumpang penerbangan domestik. 
2. Realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang 
penerbangan domestik . 
3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam realisasi tanggung jawab 
PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang penerbangan domestik dan 
bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 
BAB IV : PENUTUP 
Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari jawaban terhadap 
masalah dan saran-saran yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Pengangkutan Pada Umumnya 
a. Pengertian Pengangkutan 
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berupa 
daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa 
perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau. 
Untuk keadaan yang demikian sangat dibutuhkan sarana pengangkutan 
yang aman, baik, lancar yang dilakukan baik melalui darat, perairan, 
maupun udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. 
Definisi pengangkutan menurut Purwosutjipto (1995: 2) yaitu 
sebagai berikut: “Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara 
pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri 
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari 
suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan 
pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”  
Menurut Abdulkadir Muhammad (1998: 13) yang dimaksud 
pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, 
pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan 
penurunan/pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai 
penumpang ataupun barang. 
Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
setiap kegiatan pengangkutan di dalamnya terkait unsur-unsur 
pengangkutan yaitu ada sesuatu yang diangkut, adanya kegiatan 
mengangkut atau memindahkan, adanya pihak-pihak dalam 
pengangkutan. 
b. Pengertian Hukum Pengangkutan 
Hukum menurut Utrecht didefinisikan sebagai himpunan 
peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang 
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 
masyarakat itu (Kansil, 1989: 38). 
Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memberikan 
definisi hukum sebagai berikut: ”Hukum itu ialah peraturan-peraturan 
yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam 
lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang 
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan itu tadi 
berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu” 
(Kansil, 1989: 38). 
Arti hukum pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, 
dapat ditunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam 
kodifikasi (KUH Perdata, KUHD) dan di luar kodifikasi yang 
berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan 
hukum yang terbit karena pemindahan barang-barang dan/atau orang-
orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan 
yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-
perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan 
pengangkutan/ekspedisi (Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari 
Pramono, 1990: 5). 
Hukum pengangkutan dapat didefinisikan sebagai sebuah 
perjanjian timbal-balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri 
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke 
tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima; 
pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan 
pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut (Sution 
Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, 1990: 6-7). 
c. Jenis-Jenis Pengangkutan 
1) Pengangkutan darat 
Pengangkutan darat di dalam prakteknya terbagi menjadi 3 
macam, yaitu : 
a) Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor (kendaraan 
umum) 
Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor diatur dengan 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Lembaran Negara No. 49 Tahun 1992. 
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 
ini, yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat yang dapat 
bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan 
kendaraan tidak bermotor. Selanjutnya juga dijelaskan 
pengertian dari kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan 
itu. Dalam penyelenggara pengangkutan ini perusahaan 
angkutan umum sebagai pengangkut boleh perusahaan badan 
hukum, atau persekutuan bukan badan hukum atau perusahaan 
perorangan. Perusahaan badan hukum boleh dari Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), misalnya Damri, boleh juga dari Badan 
Usaha Milik Swasta (BUMS), misalnya Kopti Jaya (Koperasi).  
b) Pengangkutan darat dengan kereta api 
Pengangkutan darat dengan kereta api diatur dengan Undang-
Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Lembaran 
Negara No. 47 Tahun 1992. Menurut ketentuan Undang-
Undang Perkeretaapian, yang dimaksud kereta api adalah 
kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun 
dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun 
sedang bergerak di jalan rel. Badan penyelenggara angkutan 
kereta api adalah BUMN, yang berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 57 Tahun 1990 mulai berlaku 1 Januari 1991 
adalah Perusahaan Umum Kereta Api yang disingkat Perumka.  
c) Pengangkutan darat melalui perairan darat 
Pengangkutan perairan dengan kapal diatur dengan Undang-
Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Lembaran 
Negara No. 98 Tahun 1992. Penyelenggara pengangkutan darat 
melalui pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan boleh dilakukan oleh pengangkut yang 
berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum (warga 
negara Indonesia). 
(Abdulkadir Muhammad, 1998: 46-48, 63-66) 
2) Pengangkutan laut 
Pengangkutan laut pengaturannya sama dengan 
pengangkutan perairan darat, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran, Lembaran Negara No. 98 Tahun 1992. 
Dalam Undang-Undang Pelayaran ini disebutkan pengertian dari 
kapal yaitu kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang 
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, 
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di 
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung 
yang tidak berpindah-pindah. Penyelenggara angkutan laut 
dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang bergerak khusus di 
bidang usaha angkutan di perairan. Badan hukum boleh dari 
BUMN, misalnya PT. Pelni (persero) dan boleh juga dari BUMS, 
misalnya PT. Bahtera Adiguna.  
(Abdulkadir Muhammad, 1998: 46-48, 66-68) 
3) Pengangkutan udara 
Angkutan udara dengan pesawat udara diatur di dalam 
beberapa ketentuan, antara lain : 
a) Perjanjian-perjanjian Internasional tentang Penerbangan, 
menurut Suherman (1962: 10-11) yaitu : 
(1) Perjanjian Penerbangan Internasional Paris, 13 Oktober 
1919 
(2) Perjanjian Warsawa, 12 Oktober 1929 
(3) Perjanjian Roma (tahun 1933 dan 1952) 
(4) Perjanjian Chicago (tahun 1944) 
b) Ordonansi Pengangkutan Udara (Stbl. 1939 No. 100). 
c) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, 
Lembaran Negara No. 53 Tahun 1992. UU ini kemudian diatur 
lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1995 
tentang Angkutan Udara. 
Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan angkutan 
udara terdapat dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 15 
Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa kegiatan angkutan udara 
niaga yang melayani angkutan di dalam negeri atau ke luar negeri 
hanya dapat diusahakan oleh badan hukum Indonesia yang telah 
mendapat ijin. Dalam Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1995 ditentukan lebih lanjut yaitu menyebutkan bahwa 
kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal dapat dilakukan oleh : 
a) Badan Usaha Milik Negara; 
b) Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk badan hukum; 
c) Koperasi. 
d. Asas-Asas Hukum Pengangkutan 
Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis 
yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu (Abdulkadir Muhammad, 
1998: 16) : 
1) yang bersifat publik; dan 
2) yang bersifat perdata 
Asas-asas yang bersifat publik terdapat pada tiap-tiap 
Undang-Undang pengangkutan baik darat, laut dan udara. Dalam 
pengangkutan udara terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.15 
Tahun 1992.  
Asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum 
pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak 
dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau 
pengirim barang. Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata 
menurut Abdulkadir Muhammad (1998: 18-19) adalah sebagai berikut: 
1) Konsensual 
Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup 
dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa 
perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan 
atau didukung oleh dokumen angkutan. 
2) Koordinatif 
Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara 
atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang 
lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan 
perintah penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan bawahan 
penumpang/pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian 
pemberian kuasa. 
3) Campuran 
Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu 
pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan 
dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis 
perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan 
lain dalam perjanjian pengangkutan. 
 
4) Retensi 
Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak 
retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. 
Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang 
atas biaya pemiliknya. 
5) Pembuktian dengan dokumen 
Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. 
Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian 
pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, 
misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa 
karcis/tiket penumpang. 
2. Perjanjian Pengangkutan 
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian ada 4 
syarat yaitu antara lain : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 
Perjanjian itu terjadi bukan karena suatu hal yang terpaksa diantara 
pihak yang mengikatkan diri dan para pihak sepakat setuju mengenai 
hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang diadakan. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Bahwa pihak yang melakukan perikatan itu cakap bertindak menurut 
hukum. 
c. Suatu hal tertentu. 
Bahwa di dalam persetujuan itu harus ada barang yang menjadi pokok 
persetujuan. 
 
 
d. Suatu sebab yang halal. 
Maksudnya adalah bahwa persetujuan itu terjadi oleh sebab yang 
diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan 
ketertiban umum. 
Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara 
seorang pengangkut udara dengan pihak penumpang atau pihak pengirim 
barang untuk mengangkut penumpang atau barang dengan pesawat, 
dengan imbalan bayaran atau suatu prestasi lain (Suherman, 1979: 87). 
Perjanjian pengangkutan terjadi apabila ada kata sepakat dari 
para pihak yang mengadakannya. Dalam perjanjian pengangkutan terkait 
dua pihak, yaitu pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim 
barang. Jika tercapai kesepakatan di antara para pihak, maka pada saat itu 
lahirlah perjanjian pengangkutan. Apabila pengangkut telah melaksanakan 
kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang, 
pengangkut telah terkait pada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul 
oleh pengangkut berupa tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan 
yang diangkutnya. 
Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian 
pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal 
ada persetujuan kehendak (konsensus). Dalam bidang hukum 
pengangkutan ada dokumen yang disebut surat muatan dan tiket 
penumpang. Surat muatan digunakan dalam pengangkutan barang, 
sedangkan tiket digunakan dalam pengangkutan penumpang. Dokumen-
dokumen ini bukanlah merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian 
pengangkutan. Tanpa dokumen-dokumen tersebut perjanjian 
pengangkutan tetap ada. Tidak adanya dokumen-dokumen tersebut tidak 
membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada. Jadi, dokumen-
dokumen tersebut tidak merupakan unsur dari pejanjian pengangkutan, 
tetapi hanya merupakan salah satu tanda bukti tentang adanya perjanjian 
pengangkutan (Purwosutjipto, 1995: 10). 
3. Pengangkutan Udara 
a. Pengertian Pengangkutan Udara 
Pengertian angkutan dan pengangkutan pada hakekatnya 
adalah sama, yaitu memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat 
lain (tujuan). Sesuatu di sini dapat berupa apa saja baik benda 
berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang dapat 
diperdagangkan maupun benda yang tidak dapat diperdagangkan. 
Dalam KUHD tidak dijumpai definisi pengangkut secara 
umum, kecuali dalam pengangkutan laut. Tetapi dilihat dari pihak 
dalam perjanjian pengangkutan niaga, pengangkut adalah pihak yang 
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 
dan/atau penumpang. Singkatnya, pengangkut adalah penyelenggara 
pengangkutan niaga (Abdulkadir Muhammad, 1998: 46). 
Dalam konvensi di Warsawa diusulkan untuk memberi 
batasan pengertian tentang pengangkut yaitu, pengangkut adalah setiap 
orang yang menjadi pemilik, pengawas atau pengemudi dari suatu 
pesawat udara, yang mempergunakannya, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain, untuk mengangkut penumpang dan 
barang (Wiwoho Soedjono, 1988: 104). 
Pengertian mengenai pengangkutan udara terdapat dalam 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 yaitu pada Pasal 1 ayat 13 yang 
menyebutkan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan 
menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, 
dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke 
bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 
Dalam pengangkutan, pengangkut memiliki beberapa kriteria 
yang menurut Abdulkadir Muhammad yaitu sebagai berikut 
(Abdulkadir Muhammad, 1998: 48) : 
1) Perusahaan penyelenggara angkutan. 
2) Menggunakan alat pengangkut mekanik. 
3) Penerbit dokumen angkutan. 
 
b. Asas dan Tujuan Pengangkutan Udara 
Asas-asas dalam pengangkutan udara merupakan suatu hal 
yang menjadi pedoman dan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan 
pengangkutan udara. Asas pengangkutan udara ini tercantum dalam 
Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992, yaitu ”Penerbangan 
diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan 
kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, 
keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri”. 
Asas manfaat berarti bahwa penerbangan haruslah dapat 
memberikan nilai guna atau berguna bagi manusia dan kesejahteraan 
masyarakat. Usaha bersama dan kekeluargaan yaitu bahwa 
penyelenggaraan angkutan udara dapat dilakukan oleh seluruh lapisan 
masyarakat untuk tujuan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi 
bangsa. Adil dan merata dimaksudkan bahwa penyelenggaraan 
penerbangan harus memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi 
seluruh masyarakat. Keseimbangan maksudnya kegiatan penerbangan 
harus dilakukan dengan keseimbangan antara sarana dan prasarana, 
serta antara pengangkut dan pengguna, kepentingan individu dan 
masyarakat. Kepentingan umum disini jelas bahwa penerbangan harus 
dapat lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi 
masyarakat. Keterpaduan, bahwa penerbangan haruslah merupakan 
kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling 
mengisi antar maupun intra maskapai penerbangan. Kesadaran hukum 
dimaksudkan agar masyarakat selalu sadar dan taat kepada hukum 
pengangkutan, serta penyelenggara penerbangan taat pada aturan dan 
undang-undang yang berlaku. Sedangkan asas percaya pada diri 
sendiri maksudnya bahwa suatu maskapai penerbangan harus 
berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri 
serta bersendikan pada kepribadian bangsa (Abdulkadir Muhammad, 
1998: 17-18). 
Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 disebutkan 
tujuan dari penerbangan, yaitu ”Tujuan penerbangan adalah untuk 
mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, 
lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang 
terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan 
melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, 
pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan 
penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar 
bangsa”. 
c. Penyelenggaraan Angkutan Udara 
Pengangkutan udara diselenggarakan oleh perusahaan 
penerbangan yang mengangkut penumpang dan barang. Selain 
penyelenggaraan pengangkutan udara tersebut, masih ada pula 
penyelenggaraan pengangkutan udara dengan menggunakan perjanjian 
carter. Yang dimaksud dengan mencarter pesawat udara (air charter) 
adalah pemanfaatan suatu pesawat udara oleh pihak yang bukan pihak 
yang mempunyai hak atas pesawat udara dengan pembayaran kepada 
pemilik atau pihak lain yang berhak untuk keperluan sendiri berupa 
jasa angkutan atau jasa lainnya atau untuk dijual kembali jasa-jasa 
tersebut kepada pihak ketiga (Wiwoho Soedjono, 1988: 108-109). 
Dalam pasal 5 SK Menhub. No. 13/S/1971 apabila dilihat 
dari sifat penerbangannya, penggunaan pesawat terbang secara 
komersil di Indonesia dibedakan menjadi 4 golongan yaitu sebagai 
berikut (Wiwoho Soedjono, 1988: 106-107)  : 
1) Penerbangan teratur (scheduled operation) yakni penerbangan 
yang berencana menurut suatu jadwal perjalanan pesawat-pesawat 
yang tetap dan teratur. 
2) Penerbangan tidak teratur (non scheduled operation) yakni 
penerbangan dengan pesawat secara tidak berencana. 
3) Penerbangan suplementer yakni penerbangan-penerbangan dengan 
pesawat berkapasitas maksimum 15 orang penumpang dan sifatnya 
adalah suplemen dari 1 dan 2. 
4) Penerbangan kegiatan keudaraan (aerial work) yakni penerbangan-
penerbangan yang bukan ditujukan untuk pengangkutan 
penumpang, barang atau pos, melainkan untuk kegiatan udara lain 
dengan memungut pembayaran, antara lain kegiatan 
penyemprotan, pemotretan, survey udara (aerial survey). 
Berdasarkan kenyataannya, penyelenggara pengangkutan 
udara terbagi antara penerbangan teratur (regular) dan penerbangan 
tidak teratur. Kedua penerbangan tersebut memiliki perbedaan dan ciri 
masing-masing. 
Ciri-ciri penerbangan regular pada umumnya adalah  sebagai 
berikut (K. Martono, 1987: 65) : 
1) Penerbangan dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain atau 
sebaliknya dengan rute penerbangan yang telah ditetapkan. 
2) Penerbangan dilakukan secara seri, lebih dari satu kali 
penerbangan, secara terus menerus atau sedemikian rupa seringnya 
sehingga dapat dikatakan sebagai penerbangan teratur (regular). 
3) Penerbangan tersebut terbuka untuk umum guna mengangkut 
penumpang dan atau barang dengan memungut bayaran atas jasa 
angkutan tersebut. 
4) Penerbangan dilakukan berdasarkan jadwal penerbangan yang 
telah ditetapkan terlebih dahulu terlepas apakah tersedia 
penumpang ataupun tidak, penerbangan tetap dilangsungkan. 
5) Penerbangan jenis ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat 
yang lebih mengutamakan nilai waktu daripada nilai uang. 
6) Perusahaan penerbangan boleh memasang iklan, baik di surat 
kabar, majalah maupun media massa lainnya. 
7) Tarif angkutan udara telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan 
Menteri Perhubungan. 
8) Penjualan karcis terbuka untuk umum secara individu. 
Pada perusahaan penerbangan tidak berjadwal pada 
umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut (K. Martono, 1987: 66) : 
1) Penerbangan dilakukan untuk mengangkut barang, orang dan atau 
pos ke seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tidak ada 
pembatasan rute tertentu secara tetap. 
2) Penerbangan tidak dilakukan sesuai dengan daftar perjalanan 
terbang (jadwal penerbangan). 
3) Penjualan karcis atau surat muatan udara secara sekaligus seluruh 
kapasitas pesawat udara tersebut. 
4) Penumpang merupakan suatu rombongan dan bukan merupakan 
penumpang umum yang dihimpun oleh pencarter atau biro 
perjalanan (travel bureau). 
5) Pesawat udara mengangkut penumpang, barang dan atau pos dari 
suatu tempat langsung ke tempat tujuan dengan tidak 
diperkenankan menurunkan dan atau menaikkan penumpang dalam 
perjalanan. 
6) Tidak boleh memasang iklan di surat kabar, majalah maupun 
media massa yang lainnya. 
7) Tarif angkutan tidak berdasarkan surat keputusan pemerintah yang 
telah ditetapkan terlebih dahulu. 
8) Jenis penerbangan ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat 
yang lebih mengutamakan nilai uang daripada nilai waktu. 
Perusahaan penerbangan dalam menyelenggarakan 
pengangkutan udara memerlukan sarana yang utama yaitu pesawat 
terbang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan penerbangan. 
Tanpa adanya pesawat terbang, maka penyelenggara pengangkutan 
udara tidak akan dapat berjalan. 
Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 
menyebutkan yang dimaksud dengan pesawat terbang adalah pesawat 
udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang 
dengan tenaganya sendiri. Pengertian pesawat udara sendiri terdapat 
dalam Undang-Undang No 15 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 3 yaitu setiap 
alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi 
udara. 
Pesawat terbang yang digunakan dalam pengangkutan udara 
haruslah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan penerbangan, 
seperti yang tercantum di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 15 
Tahun 1992 yaitu antara lain : 
1) Setiap pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang wajib 
memiliki sertifikat kelaikan udara. 
2) Untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1 dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 
3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikat kelaikan 
udara serta ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengujian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah 
4. Penumpang 
Dalam semua undang-undang pengangkutan dipakai istilah 
penumpang untuk pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai 
penumpang secara umum tidak diatur. Dalam Undang-Undang 
Penerbangan juga tidak dijumpai rumusan pasal mengenai pengguna jasa.  
Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, 
penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya 
angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, 
penumpang mempunyai dua status yaitu sebagai subyek karena dia adalah 
pihak dalam perjanjian, dan sebagai obyek karena dia adalah muatan yang 
diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus 
mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian 
(Abdulkadir Muhammad, 1998: 50-51). 
Suherman (1962: 311) menyatakan bahwa definisi penumpang 
adalah seorang yang diangkut dengan pesawat terbang berdasarkan suatu 
persetujuan pengangkutan udara. 
Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan penumpang, 
perusahaan penerbangan mengadakan perjanjian lebih dahulu kepada 
penumpang, yaitu dalam bentuk tiket. Penumpang yang akan 
menggunakan jasa angkutan udara wajib memiliki tiket. Apabila 
penumpang telah memiliki tiket untuk sebuah perjalanan, maka kedua 
pihak telah terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan 
pelaksanaan penerbangan dapat dilakukan.  
Ordonansi Pengangkutan Udara Pasal 5 ayat 1 menyebutkan 
bahwa pengangkut udara wajib memberikan kepada para penumpang 
karcis bepergian yang harus memuat : 
a. tempat dan tanggal pemberian; 
b. tempat-tempat bertolak dan yang dituju; 
c. pendaratan antara yang mungkin diadakan, dengan ketentuan bahwa 
pengangkut udara dapat mengadakan perubahan bila dipandang perlu, 
berdasarkan haknya untuk berbuat demikian; 
d. nama dan alamat pengangkut udara atau para pengangkut udara; 
e. pemberitahuan tentang berlakunya ketentuan yang dibuat atas dasar 
peraturan ini atau perjanjian Warsawa tentang pertanggungan jawab. 
Dalam praktik perjanjian pengangkutan udara, nama penumpang 
justru harus dicantumkan dalam tiket penumpang. Pencantuman nama 
penumpang perlu ditulis karena penumpang tersebut adalah pihak dalam 
perjanjian dan untuk kepastian dalam angkutan udara (Abdulkadir 
Muhammad, 1998: 103). 
Berdasarkan rumusan pihak dalam perjanjian tadi, jelaslah bahwa 
kriteria penumpang menurut undang-undang adalah : 
a. orang yang berstatus pihak dalam perjanjian; 
b. membayar biaya angkutan; 
c. pemegang dokumen angkutan. 
(Abdulkadir Muhammad, 1998: 51) 
Dalam Pasal 5 ayat 2 Ordonansi Pengangkutan Udara dinyatakan 
tentang status dari tiket penumpang dalam perjanjian antara pengangkut 
dengan penumpang, yaitu tidak adanya tiket penumpang, kesalahan 
didalamnya atau hilangnya tiket tersebut tidak mempengaruhi adanya atau 
berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang akan tetap tunduk pada 
ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi ini. 
5. Perusahaan Perseroan (Persero) 
Kegiatan pengangkutan udara diusahakan oleh badan hukum 
Indonesia yang mendapat ijin, seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 
36 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992. Dalam maskapai 
penerbangan yang diteliti penulis ini bentuk perusahaannya adalah BUMN 
yang berbentuk Persero. Ketentuan mengenai BUMN diatur dalam 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003. 
 
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 
2003 menyebutkan definisi dari Badan Usaha Milik Negara, yang 
selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 
Kepengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi dan pengawasannya 
dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. BUMN seperti yang 
tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 terdiri 
dari 2 jenis, yaitu Persero dan Perum. 
Maksud dan tujuan pendirian BUMN terdapat dalam Pasal 2 
ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 antara lain : 
1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, 
2) mengejar keuntungan, 
3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan 
hajat hidup orang banyak, 
4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, 
5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 
b. Persero 
Pengertian Persero terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang No. 19 Tahun 2003 yaitu yang menyebutkan bahwa 
Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah 
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu 
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang 
tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pendirian Persero diusulkan 
oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan 
setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. 
Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
Maksud dan tujuan pendirian persero berdasarkan Pasal 12 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 antara lain : 
1) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 
berdaya saing kuat; 
2) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 
Organ persero terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris 
(Pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).  
1) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, 
adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 
Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan 
kepada Direksi atau Komisaris (Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003). 
2) Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas 
pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta 
mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 
ayat 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 
3) Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan Persero (Pasal 1 ayat 7 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003). 
c. Perseroan Terbatas (PT) 
Perseroan Terbatas atau naamloze vennootschap (dalam 
bahasa Belanda) dahulu diatur dalam 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas, sekarang telah dibentuk Undang-
Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, definisi dari 
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 
Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, ada beberapa 
syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 
40 Tahun 2007, syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas adalah 
sebagai berikut : 
1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta 
notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. 
2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 
Perseroan didirikan. 
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
dalam rangka Peleburan. 
4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 
hukum Perseroan. 
5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang 
saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut 
pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian 
sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham 
baru kepada orang lain. 
6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah 
dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, 
pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala 
perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas pemohonan pihak yang 
berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan 
tersebut. 
7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) 
orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 
ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: 
a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau 
b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan 
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan 
lembaga lain sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang 
tentang Pasar Modal. 
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
menjelaskan mengenai organ di dalam Perseroan Terbatas. Organ 
dalam Perseroan Terbatas sama dengan organ di dalam Perseroan yaitu 
terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan 
Dewan Komisaris. 
6. Tanggung Jawab Pengangkut Udara 
a. Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut Udara 
Tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang 
diatur dalam beberapa peraturan, yaitu: 
1) Ordonansi Pengangkutan Udara (Staatblad 1939 No. 100) 
Salah satu peraturan terpenting bagi pengangkutan udara di 
Indonesia adalah Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchvervoer 
Ordonantie), seperti dimuat dalam Staatsblad Tahun 1939 No. 100. 
Peraturan ini hingga kini masih berlaku. Persoalan utama yang 
diatur dalam peraturan ini adalah persoalan tanggung jawab 
pengangkut (Suherman, 1983: 9). 
Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, ketentuan 
mengenai tanggung jawab pengangkut udara terdapat dalam 
beberapa pasal, yaitu: 
a) Pasal 24 ayat 1 
”Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian sebagai akibat 
dari luka atau jejas-jejas lain pada tubuh, yang diderita oleh 
seorang penumpang, bila kecelakaan yang menimbulkan 
kerugian itu ada hubungannya dengan pengangkutan udara dan 
terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suatu 
tindakan dalam hubungan dengan naik ke atau turun dari 
pesawat terbang”. 
b) Pasal 25 ayat 1 
”Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi 
sebagai akibat dari kemusnahan, kehilangan atau kerusakan 
bagasi atau barang, bilamana kejadian yang menyebabkan 
kerugian itu terjadi selama pengangkutan udara”. 
c) Pasal 28 
”Jika tidak ada persetujuan lain, maka pengangkut bertanggung 
jawab untuk kerugian, yang timbul karena kelambatan dalam 
pengangkutan penumpang, bagasi atau barang”. 
Selain tanggung jawab pengangkut, Ordonansi 
Pengangkutan Udara juga menyebutkan besarnya jumlah 
penggantian ganti rugi. Namun dalam hal jumlah penggantian ini 
menjadi suatu kekurangan peraturan ini pada masa kini. Limit 
penggantian yang ditentukan dalam peraturan ini sudah sama sekali 
tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomis sekarang, yaitu karena 
limit jumlah-jumlah ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan ini adalah jumlah-jumlah yang sesuai untuk waktu 
peraturan ini dibuat, yaitu dalam tahun-tahun sebelum tahun 1939 
(Suherman, 1983: 11). 
 
2) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 
Dalam Undang-Undang Penerbangan ini, ketentuan 
mengenai tanggung jawab pengangkut udara terdapat dalam Pasal 
43 ayat 1, yaitu yang berbunyi : 
”Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan 
udara niaga bertanggung jawab atas: 
1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; 
2. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; 
3. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang 
diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan 
pengangkut.” 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 
1992 ini, Ordonansi Pengangkutan Udara dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini 
atau belum diganti dengan Undang-Undang yang baru. Ketentuan 
ini dijelaskan dalam Pasal 74 butir a Undang-Undang No. 15 
Tahun 1992. 
3) Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan 
Udara. 
Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1995, 
ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut udara terdapat 
dalam Pasal 42, yang menyebutkan: 
”Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan 
udara niaga berjadwal bertanggung jawab atas: 
1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; 
2. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; 
3. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang 
diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan 
pengangkut.” 
Dalam peraturan ini ketentuan mengenai tanggung jawab 
pengangkut sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang No. 15 Tahun 1992. Namun dalam Peraturan Pemerintah 
ini mengatur lebih lanjut mengenai batas jumlah pemberian ganti 
rugi, yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 
1992. Dalam pemberian batas jumlah ganti rugi, peraturan ini telah 
sesuai dengan keadaan ekonomis sekarang ini. 
Peraturan lain yang masih terkait dengan tanggung jawab 
pengangkut udara terhadap penumpang adalah Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini 
mengatur mengenai perlindungan hukum warga negara sebagai 
seseorang pemakai barang dan/atau jasa (konsumen), serta tanggung 
jawab pelaku usaha. Dalam hal ini penumpang adalah konsumen dan 
pengangkut udara adalah pelaku usaha. Tetapi Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 ini hanya sebagai Umbrella Act atau payung undang-
undang, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya hanya 
mengatur tanggung jawab pelaku usaha secara garis besar dan 
dasarnya saja. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa antara 
penumpang pesawat sebagai konsumen dan pengangkut udara sebagai 
pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung 
jawab sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun  1999. Tetapi 
karena penumpang pesawat dan pengangkut udara merupakan 
konsumen dan pelaku usaha khusus, yakni dalam bidang penerbangan, 
maka selama terdapat aturan yang mengikat diantara keduanya secara 
khusus, maka aturan tersebut yang menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan hubungan antara penumpang pesawat dengan pengangkut 
udara. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 hanya sebagai landasan 
dasar saja bagi hubungan antara penumpang pesawat dan pengangkut 
udara. 
b. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Udara 
Mengenai tanggung jawab pada angkutan udara dikenal 
adanya prinsip-prinsip sebagai berikut : 
1) Prinsip presumption of liability 
Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab 
untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan pada penumpang, 
barang atau bagasi. 
2) Prinsip presumption of non liability 
Pada prinsip ini pengangkut dianggap selalu tidak bertanggung 
jawab untuk kerugian yang ditimbulkan pada bagasi tangan. Jadi 
prinsip ini hanya berlaku untuk bagasi tangan. 
3) Prinsip limitation of liability 
Pada prinsip ini tanggung jawab pengangkut terbatas sampai limit 
tertentu. Pembatasan ini pada pokoknya merupakan pembatasan 
dalam jumlah ganti rugi tertentu. 
4) Prinsip absolute liability 
Dalam tanggung jawab ini pengangkut atau pengusaha pesawat 
udara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan 
dalih apapun juga, kecuali dalam hal kerugian ditimbulkan oleh 
penumpang itu sendiri. 
(Suherman, 2000: 67-68) 
7. Asuransi Penerbangan 
Dalam kegiatan penerbangan tidak menutup kemungkinan 
terjadinya risiko-risiko yang timbul, yang menimbulkan kerugian bagi 
pihak pengangkut dan penumpang. Untuk menghadapi hal tersebut, 
perusahaan angkutan udara melakukan asuransi penerbangan untuk 
menanggung dan menutup risiko-risiko tersebut. 
 
a. Pengertian Asuransi 
Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu 
perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada 
seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk 
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan 
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 
dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 
Menurut Martono (1987: 126), asuransi atau pertanggungan 
adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung dengan 
menerima premi dari tertanggung untuk memberikan kepadanya 
santunan kerugian atau kerusakan atau hilangnya keuntungan yang 
diharapkan oleh tertanggung karena sesuatu peristiwa yang belum 
dapat dipastikan. 
Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
asuransi mengandung materi yaitu adanya suatu persetujuan/perjanjian, 
terdapat subyek hukumnya, ada premi, ada ganti rugi, adanya peristiwa 
yang belum tentu terjadinya atau onzekeker voorvaal (Mashudi dan 
Moch. Chidir Ali, 1998: 4). Subyek hukum disini adalah pihak-pihak 
yang berkepentingan yang mendukung hak dan kewajiban dari 
perjanjian asuransi. Pihak-pihak tersebut antara lain terdiri dari pihak 
tertanggung yaitu orang atau badan yang mengasuransikan obyek 
asuransi, sedangkan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi.  
Dalam kegiatan penerbangan apabila terjadi kecelakaan dapat 
menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar. Dengan demikian, 
dibutuhkan adanya lembaga asuransi yang berani menanggung  
kerugian-kerugian tersebut. Dibalik kemajuan besar yang dicapai oleh 
industri penerbangan saat ini, salah satu pendorongnya adanya 
lembaga asuransi penerbangan yang mampu memberikan jaminan 
finansial atas semua kerugian yang diderita perusahaan penerbangan.  
Dalam perkembangan asuransi penerbangan di Indonesia, 
karena cabang asuransi ini masih baru, apabila ditinjau dari segi 
pengaturannya sampai saat ini belum ada ketentuan-ketentuan khusus 
mengenai asuransi penerbangan (Hasan Sidik dalam Saefullah 
Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, 1988: 134). 
b. Jenis-Jenis Asuransi Penerbangan 
Menurut Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar 
Kantaatmadja, jenis-jenis asuransi penerbangan dibedakan menjadi : 
1) Penutupan asuransi yang dilakukan oleh operator, pengangkut, atau 
pemilik pesawat udara. 
Dalam hal ini, jenis asuransi dapat berupa : 
a) Asuransi rangka pesawat (hull insurance) 
 Asuransi ini ialah jaminan ganti rugi atas risiko yang dihadapi 
pesawat udara baik pada waktu on ground (pesawat udara 
sedang berada di darat dalam keadaan diam), taxying (pesawat 
mengadakan gerakan-gerakan lambat misalnya ketika pesawat 
mengambil posisi untuk diparkirkan), mooring (pesawat dapat 
terapung diatas air dalam keadaan diam), maupun in flight 
(sejak pesawat udara dengan kekuatannya memulai untuk 
terbang, selama di udara, sampai ketika pesawat berhenti 
mendarat). 
b) Asuransi loss of use (loss of use insurance) 
 Asuransi ini menutupi kemungkinan adanya kerugian sebagai 
akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, 
misalnya hilangnya keuntungan sebagai akibat adanya 
kecelakaan maka pesawat harus diperbaiki dan untuk beberapa 
lama pesawat tidak dioperasikan. 
c) Asuransi tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dan 
bagasi penumpang 
 Asuransi ini menanggung kerugian pengangkut sebagai akibat 
tanggung jawabnya kepada penumpang beserta bagasinya. 
d) Asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap pihak ketiga 
(third party legal liability insurance) 
 Asuransi ini menanggung kerugian pihak pengangkut sebagai 
akibat dari tanggung jawabnya kepada pihak ketiga di 
permukaan bumi. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah 
pihak yang tidak termasuk di dalam perjanjian pengangkutan. 
e) Asuransi awak pesawat (crew insurance) 
 Pihak pengangkut juga mempunyai tanggung jawab terhadap 
para awak pesawat yang bekerja untuk dan atas nama 
pengangkut atau perusahaan penerbangan, yaitu untuk 
menanggung kerugian karena meninggalnya atau luka-lukanya 
para awak pesawat yang menyebabkan para awak tidak dapat 
bekerja. 
f) Asuransi pembajakan pesawat udara (hijacking insurance) 
 Asuransi ini menanggung kerugian karena peristiwa 
pembajakan yang terjadi dan menimbulkan kerugian material 
yang cukup besar. 
2) Asuransi tanggung jawab pengelola pelabuhan udara (airport 
owner / operator liability insurance).  
Pengelola pelabuhan udara mempunyai risiko yang cukup besar 
karena tanggung jawabnya terhadap para pemakai jasa pelabuhan 
udara, baik orang-orang, pesawat-pesawat udara, maupun barang-
barang yang berada di bawah pengawasan pihak pengelola 
pelabuhan udara. 
3) Asuransi tanggung jawab pengusaha pabrik pesawat dan bengkel 
reparasinya (product liability insurance). 
Pihak pengusaha pabrik pesawat udara dan bengkel reparasinya 
mempunyai tanggung jawab hukum atas semua barang hasil 
produksinya. Kesalahan-kesalahan dalam pembuatan pesawat 
(faulty design) atau kesalahan-kesalahan dalam pemakaian suku 
cadang dapat menyebabkan kecelakaan-kecelakaan pesawat. 
4) Asuransi-asuransi yang ditinjau dari segi penumpang, pemilik 
kargo dan paket pos. 
Pengangkut telah mengasuransikan tanggung jawabnya kepada 
penumpang, kargo, dan paket pos. Selain itu, penumpang sendiri 
dapat mengadakan penutupan asuransi untuk dirinya. Untuk 
keperluan itu, penumpang akan mendapat kupon asuransi 
(insurance coupon) sehingga ada kemungkinan penumpang 
memiliki tiga polis asuransi yaitu polis asuransi jiwa, polis asuransi 
kecelakaan diri, dan kupon asuransi. 
(Hasan Sidik dalam Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar 
Kantaatmadja, 1988: 134-138) 
Asuransi banyak membantu meringankan risiko atas 
tanggung jawab perusahaan penerbangan, yaitu dengan menutup 
risiko-risiko yang berkenaan dengan pengangkutan barang dan 
penumpang. Mengingat biaya-biaya menyangkut cara-cara 
pengangkutan ini dan kerugian berskala besar yang mungkin timbul 
dalam kegiatan penerbangan, maka asuransi merupakan suatu 
keharusan guna melindungi pengangkut. 
Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 terdapat 
ketentuan mengenai kewajiban untuk menutup asuransi yaitu antara 
lain : 
1) Pasal 47 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992, yang menyebutkan 
bahwa setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan 
pesawat udara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan Pasal 44 ayat 1. 
2) Pasal 48 Undang-Undang No. 15 tahun 1992, yang menyebutkan 
bahwa setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan 
pesawat udara wajib mengasuransikan awak pesawat udara yang 
dipekerjakannya. 
Pengaturan mengenai asuransi yang terkait dengan 
penumpang yaitu terdapat pula dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 
1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan 
Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 
(lebih dikenal dan dilaksanakan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa 
Raharja). 
Dalam Pasal 3 ayat 1a Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 
menyebutkan bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan 
bermotor umum, kereta-api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan 
nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib 
membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk 
menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam 
perjalanan. Mengenai tata cara pembayaran terdapat dalam Pasal 3 
ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 yang menyebutkan 
setiap penumpang harus membayar iuran wajib yang yang harus 
dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang 
(tiket) kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang 
bersangkutan. Dalam hal ini, iuran wajib dikatakan sebagai premi, dan 
besarnya premi tersebut ditentukan oleh Menteri. Ketentuan ini berlaku 
untuk tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, 
kereta-api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan 
kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional. 
Asuransi ini dibuat untuk menanggung risiko penumpang 
apabila dalam melakukan perjalanan dengan alat transportasi 
mengalami kecelakaan. Risiko yang ditanggung dalam asuransi wajib 
kecelakaan penumpang ini yaitu selama penumpang berada di dalam 
alat angkutan untuk jangka waktu saat penumpang naik kendaraan 
yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari 
kendaraan tersebut di tempat tujuan. Apabila terjadi 
musibah/kecelakaan dalam perjalanan, maka penumpang akan 
mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi yang telah ditunjuk 
oleh pemerintah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hambatan 
Realisasi Tanggung Jawab Perdata Pengangkut 
Udara Terhadap Penumpang Penerbangan Domestik 
Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) 
Garuda Indonesia Dana pertanggungan wajib 
kecelakaan penumpang 
· Ordonansi Pesawat Udara (Stbl. 1939 No. 100) 
· Undang-Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 
· Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan 
Udara. 
Pengangkutan Udara 
Angkutan udara niaga Angkutan udara bukan niaga 
Angkutan udara niaga 
berjadwal 
Angkutan udara niaga 
tidak berjadwal 
PT. Garuda Indonesia 
Perjanjian (Tiket) Pengangkut Udara Penumpang 
Mengalami Kerugian Selamat 
Tanggung Jawab Ganti Rugi 
Pengangkutan barang Pengangkutan penumpang 
Keterangan: 
 
Ordonansi Pesawat Udara (Stbl. 1939 No. 100), Undang-Undang 
No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah RI No.40 
Tahun 1995 tentang Angkutan Udara menjadi dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan pengangkutan udara. Kegiatan pengangkutan udara terdiri atas 
angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga 
meliputi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak 
berjadwal. Dalam angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan 
pengangkutan terhadap penumpang dan pengangkutan terhadap barang. PT. 
Garuda Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan penumpang 
mengadakan perjanjian lebih dahulu kepada penumpang, yaitu dalam bentuk 
tiket. Apabila penumpang telah memiliki tiket untuk sebuah perjalanan, maka 
kedua pihak telah terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan 
pelaksanaan penerbangan dapat dilakukan.  
Dalam hal pelaksanaan penerbangan, ada dua kemungkinan yang 
terjadi. Pertama, penerbangan berjalan lancar sampai tujuan dengan selamat 
dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kedua, adanya suatu hal 
terjadi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Pihak yang biasanya 
dirugikan adalah penumpang. Adapun kerugian-kerugian tersebut dapat 
berupa lukanya atau matinya seorang penumpang apabila terjadi kecelakaan, 
kerusakan dan/atau kehilangan bagasi/barang penumpang yang terjadi selama 
kegiatan pengangkutan udara dilakukan, serta adanya keterlambatan 
pengangkutan penumpang, bagasi atau barang. 
Munculnya suatu kerugian yang terjadi selama kegiatan 
pengangkutan udara tersebut, menimbulkan adanya pihak yang harus 
bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada penumpang yaitu PT. 
Garuda Indonesia sebagai pengangkut udara. PT. Garuda Indonesia 
bekerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi dalam hal pemberian 
ganti rugi. Selain asuransi dari PT. Garuda Indonesia tersebut, ada pula 
asuransi sosial yang disebut pula dana pertanggungan wajib kecelakaan 
penumpang. Asuransi ini, iuran/preminya dibayar oleh penumpang bersamaan 
dengan pembayaran tiket. Dalam pemberian ganti rugi dari pihak pengangkut 
kepada penumpang dapat dilakukan dengan lancar dan dapat pula terjadi 
hambatan.  
Dengan pemikiran di atas, maka dalam hal tanggung jawab  
perdata pengangkut udara terhadap penumpang penerbangan domestik harus 
dikaji lebih dalam tentang bagaimana realisasi pelaksanaannya dan apakah 
ada hambatan-hambatan saat pelaksanaan pemberian ganti ruginya. 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Deskripsi lokasi penelitian merupakan gambaran singkat mengenai 
lokasi penelitian. Dalam sub bab ini penulis memberikan gambaran sekilas 
tentang sejarah, asal nama dan visi, misi, yang diterapkan oleh PT. Garuda 
Indonesia. 
1. Sejarah Perkembangan PT. Garuda Indonesia 
Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional 
Indonesia. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia, 18 September 2007 pukul 
20.00)  
Sejarah berdirinya Garuda Indonesia memiliki kaitan yang sangat 
erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pesawat pertama Garuda 
Indonesia adalah DC-3 yang diberi nama ”Seulawah” yang artinya 
Gunung Emas. Dana untuk membeli pesawat ini didapatkan dari 
sumbangan masyarakat Aceh, pesawat tersebut dibeli seharga 120,000 
dolar malaya yang sama dengan 20 kg emas. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia, 18 September 2007 pukul 
20.00 ) 
Garuda Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang 
dibandingkan dengan perusahaan penerbangan nasional lainnya. Pada 
tahun 1948, ketika pesawat pertamanya sebuah DC-3 telah diperoleh, 
rakyat Indonesia masih berada dalam suatu perjuangan untuk 
mempertahankan kemerdekaan dari agresi kolonial Belanda. 
Pada tanggal 26 Januari 1949 pesawat Dakota RI-001 ”Seulawah” 
diterbangkan dari Calcutta menuju Rangoon untuk melaksanakan misi 
niaganya yang pertama kali. Itulah perusahaan pembawa bendera negara 
Republik Indonesia pertama yang mengudara di angkasa jagad raya. 
Pesawat tersebut dicarter oleh pemerintah Burma untuk digunakan dalam 
operasi militer. Peristiwa tersebut telah dijadikan sebagai hari lahirnya 
Garuda Indonesia. 
Pada tanggal 31 Maret 1950 nama Garuda Indonesian Airways 
secara resmi digunakan untuk perusahaan penerbangan ini. Perusahaan ini 
baru beroperasi pada tanggal 1 Maret 1950 dengan sejumlah pesawat yang 
diterima pemerintah Republik Indonesia dari perusahaan penerbangan 
KLM (Konninkelijke Luchvart Matshappij). 
Armada Garuda Indonesia yang pertama untuk melayani jaringan 
penerbangan di dalam negeri terdiri dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan 8 
pesawat jenis PBY-Catalina Amphibi. Untuk melebarkan sayapnya, 
Garuda Indonesia kemudian mengadakan pembaharuan armadanya yang 
tiba antara bulan Oktober 1950 dan Februari 1958 sehingga menjadi DC-
3/C-47 20 pesawat, Convair liner-240 8 pesawat, Convair liner-340 8 
pesawat, Convair liner-440 8 pesawat, De Haviland Heron 14 pesawat. 
Jaringan penerbangan Garuda Indonesia kemudian diperluas 
meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali Irian Jaya, sedangkan 
ke luar negeri menjangkau kota-kota Singapura, Bangkok dan Manila. 
Garuda Indonesia semakin berkembang dan seluruh pesawatnya kemudian 
terdiri dari pesawat bermesin jet. Kekuatan armadanya berturut-turut 
ditambah dengan tipe-tipe pesawat seperti Douglas DC-10, Boeing B-747, 
Airbus A-300 dan airbus A-330. 
PT. Garuda Indonesia tidak hanya semata-mata melaksanakan 
angkutan udara komersil saja, melainkan juga mengemban tugas 
memenuhi kebutuhan angkutan haji. Setiap tahunnya PT. Garuda 
Indonesia mengangkut ribuan jemaah haji. Pada tahun 1997, Garuda 
Indonesia menyediakan lebih dari 500 penerbangan ulang alik untuk 
mengangkut hampir 200.000 jemaah antara Indonesia dan Arab Saudi. 
Selain itu, Garuda Indonesia juga merupakan sarana angkutan bagi 
kunjungan resmi Kepala Negara Indonesia ke berbagai negara. 
Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan nasional 
Republik Indonesia yang kini 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah 
Indonesia. Perusahaan penerbangan tersebut beserta anak perusahaannya 
mengoperasikan lebih dari 55 buah pesawat, mengangkut lebih dari enam 
juta penumpang setiap tahun dan mempekerjakan lebih dari 15.000 orang. 
Kini Garuda Indonesia telah menjadi suatu kekuatan penggerak di 
balik pembangunan pariwisata yang luar biasa di Indonesia dengan 
menyediakan akses dari pasar-pasar utama dunia ke seluruh nusantara, 
serta mendorong pariwisata melalui promosi besar-besaran dan 
mempelopori pembangunan fasilitas pariwisata di seluruh negara melalui 
anak perusahaannya, Aerowisata. 
(Dokumen Garuda Indonesia) 
2. Asal Nama PT. Garuda Indonesia 
Asal nama Garuda Indonesia bermula pada 25 Desember 1949, 
wakil dari KLM yang juga sebagai teman Presiden Soekarno yaitu Dr. 
Konijnenburg, menghadap dan melapor kepada Presiden di Yogyakarta 
bahwa KLM Interinsulair akan diserahkan kepada pemerintah sesuai 
dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan meminta beliau 
memberi nama bagi perusahaan tersebut, karena pesawat yang akan 
membawanya dari Yogyakarta ke Jakarta nanti akan dicat sesuai dengan 
nama itu.  
Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menjawab dengan 
mengutip satu baris dari sebuah sajak bahasa Belanda gubahan pujangga 
terkenal, Noto Soeroto di zaman kolonial, ”Ik ben Garuda, Vishnoe’s 
vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog boven uw eilanden” (Aku adalah 
Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang 
tinggi diatas kepulauanmu). Maka pada 28 Desember 1949, terjadi 
penerbangan yang bersejarah yaitu pesawat DC-3 dengan registrasi PK-
DPD milik KLM Interinsulair terbang membawa Presiden Soekarno dari 
Yogyakarta ke Jakarta untuk pelantikannya sebagai Presiden Republik 
Indonesia Serikat (RIS) dengan logo baru, Garuda Indonesian Airways, 
nama yang diberikan Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan 
pertama di Indonesia. (http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia, 18 
September 2007 pukul 20.00) 
3. Visi dan Misi 
Visi PT. Garuda Indonesia : 
“Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan 
pelayanan berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan 
Indonesia” 
Misi PT. Garuda Indonesia : 
“Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag carrier) 
Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang 
pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang 
professional dan pelayanan penerbangan yang menguntungkan” 
 4. Program PT. Garuda Indonesia 
Program dari PT. Garuda Indonesia adalah Garuda Frequent Flyer 
(GFF). GFF merupakan salah satu bentuk penghargaan dari PT. Garuda 
Indonesia terhadap penumpang yang menjadi pelanggan setia PT. Garuda 
Indonesia. Penumpang yang melakukan penerbangan dengan pesawat 
Garuda Indonesia dapat menjadi anggota dari GFF. 
Keistimewaan dan fasilitas yang diperoleh keanggotaaan GFF 
yaitu antara lain : 
a. Mendapat prioritas secara operasional dalam hal pesawat itu penuh, 
misalnya apabila penumpang yang menjadi anggota berada di waiting 
list dan ada penumpang lain yang batal maka penumpang yang 
menjadi member inilah yang diutamakan. 
b. Penambahan bagasi. Jumlah penambahan bagasi tergantung dari 
tingkatan keanggotaan GFF. 
c. Akses ke eksekutif lounge 
d. Eksekutif check in counter/check in counter khusus yang hanya berlaku 
untuk penerbangan Garuda Indonesia dengan memperlihatkan kartu 
keanggotaan GFF yang berlaku dan tiket Garuda Indonesia kepada 
petugas yang berwenang sebelum menggunakan fasilitas tersebut. 
e. Award Ticket. Award ticket dapat digunakan untuk melakukan 
penerbangan gratis baik untuk diri sendiri maupun 
dialihkan/dipindahkan kepada orang lain. Selain itu dapat juga 
digunakan untuk peningkatan pelayanan ke kelas yang lebih tinggi. 
Keanggotaan GFF bisa diperoleh setelah penumpang melakukan 
penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia yang pertama kali. 
Pertama kali penumpang melakukan penerbangan dengan pesawat Garuda 
Indonesia, maka penumpang tersebut dapat mendaftarkan diri dalam 
keanggotaan GFF. Keanggotaan GFF terbuka untuk warga negara 
Indonesia dan/atau warga negara asing berumur 2 (dua) tahun ke atas yang 
berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia dimana program GFF 
diberlakukan. 
Dalam keanggotaan GFF terdapat beberapa tingkatan anggota, 
yaitu seperti yang terdapat dalam Buku Panduan Keanggotaan GFF antara 
lain: 
a. Keanggotaan GFF Blue 
Keanggotaan GFF Blue dapat diperoleh setiap saat setelah penumpang 
melakukan minimal 1 (satu) kali penerbangan sekali jalan (sektor) 
pada eligible flight. Dalam keanggotaan GFF Blue, anggota akan 
mendapatkan fasilitas  yaitu mendapat mileage untuk ditukarkan 
dengan penerbangan gratis/award ticket. Semakin sering penumpang 
terbang bersama Garuda Indonesia, semakin banyak mileage yang 
penumpang dapatkan. 
b. Keanggotaan GFF Silver 
Keanggotaan ini merupakan kenaikan tingkat dari keanggotaan GFF 
Blue. Anggota GFF Blue dapat dinaikkan tingkatnya menjadi Anggota 
GFF Silver setiap saat sepanjang tahun keanggotaan bila telah 
mengumpulkan minimal 5.000 (lima ribu) tier miles atau 10 (sepuluh) 
kali penerbangan sekali jalan (sektor) pada eligible flight. Dalam 
keanggotaan GFF Silver, anggota bisa menikmati keuntungan dari 
keanggotaan Blue, tambahan 5 kg bagasi, prioritas reservasi dan 
counter check in khusus di Bandara Jakarta.  
c. Keanggotaan GFF Gold 
Keanggotaan GFF Gold merupakan kenaikan tingkat dari keanggotaan 
GFF Silver. Anggota GFF Silver dapat dinaikkan tingkatnya menjadi 
anggota GFF Gold setiap saat sepanjang tahun keanggotaan bila telah 
mengumpulkan minimal 20.000 (dua puluh ribu) tier miles atau 35 
(tiga puluh lima) kali penerbangan sekali jalan (sektor) pada eligible 
flight. Begitu mencapai tingkat keanggotaan GFF Gold, anggota 
berhak mendapat akses ke semua Executive Lounge Garuda Indonesia 
domestik, ekstra bagasi 15 kg, check in di kelas eksekutif di semua 
meja Garuda Indonesia. Lebih dari itu, penumpang tetap mendapatkan 
keistimewaan yang telah penumpang nikmati sebagai anggota Silver. 
d. Keanggotaan GFF Platinum 
Keanggotaan GFF Platinum merupakan tingkat keanggotaan tertinggi. 
Keanggotaan ini merupakan kenaikan tingkat dari keanggotaan GFF 
Gold. Anggota GFF Gold dapat dinaikkan tingkatnya menjadi anggota 
GFF Platinum setiap saat sepanjang tahun keanggotaan bila telah 
mengumpulkan minimal 50.000 (lima puluh ribu) tier miles atau 75 
(tujuh puluh lima) kali penerbangan sekali jalan (sektor) pada eligible 
flight. Keanggotaan GFF Platinum memberikan penumpang 
pengakuan tertinggi yang ditawarkan dalam program PT. Garuda 
Indonesia ini. Salah satu contohnya adalah undangan VIP untuk 
bergabung sebagai tamu istimewa di acara-acara berkelas untuk 
anggota terpilih. Anggota GFF Platinum juga berhak atas segala 
keistimewaan yang tersedia bagi anggota GFF Gold. Keistimewaan 
yang lain yang diperoleh anggota GFF Gold yaitu antara lain tambahan 
bagasi sebesar 20 kg dan mendapatkan Tier bonus 75%. 
Selain keempat jenis keanggotaan, masih ada keanggotaan yang 
disebut dengan EC Plus (Executive Card Plus). Dalam hal keistimewaan 
pelayanan, EC Plus sama dengan anggota GFF Gold. Perbedaannya, 
anggota EC Plus akan memperoleh perlindungan asuransi terhadap hal-hal 
berikut : 
a. Asuransi ketidaknyamanan perjalanan 
1) Kehilangan pesawat lanjutan : Rp. 600.000,- 
2) Penolakan boarding pesawat : Rp. 600.000,- 
3) Kehilangan bagasi : Rp. 1.500.000,- 
4) Keterlambatan bagasi : Rp. 600.000,- 
b. Asuransi kecelakaan perjalanan 
1) Pertanggungan kematian akibat kecelakaan: sampai dengan Rp. 
1.000.000.000,- 
2) Kehilangan anggota tubuh tertentu akibat kecelakaan: sampai 
dengan Rp. 1.000.000.000,- 
Persyaratan keanggotaan EC Plus sebanding dengan kenyamanan 
yang ditawarkan. Untuk perpanjangan keanggotaan tahunan EC Plus harus 
dengan membayar sejumlah uang, sedangkan untuk perpanjangan 
keanggotaan yang lain tidak perlu pembayaran sejumlah uang. 
Pembayaran perpanjangan keanggotaan EC Plus ini digunakan sebagai 
premi yang dibayar oleh anggota EC Plus. Apabila telah membayar premi 
tersebut, maka anggota EC Plus akan mendapat tambahan santunan 
asuransi untuk pertanggungan seperti tersebut diatas. Tambahan santunan 
asuransi pada EC Plus ini diberikan oleh Asuransi Jasindo. Adapun biaya 
perpanjangan keanggotaan tahunan EC Plus adalah sebagai berikut : 
a. Rp. 500.000,- bagi anggota EC Plus yang telah mengumpulkan tier 
miles minimal 20.000 miles atau telah melakukan 35 kali penerbangan 
sekali jalan selama tahun keanggotaan berjalan. 
b. Rp. 1.500.000,- bagi anggota EC Plus yang mengumpulkan tier miles 
kurang dari 20.000 miles atau kurang dari 35 kali penerbangan satu 
arah selama tahun keanggotaan berjalan. 
(http://gff.garuda-indonesia.com/about/ec, 23 April 2008 pukul 14.00) 
 
Program GFF mengeluarkan program terbaru yaitu adanya GFF 
Junior. Program yang baru diberlakukan mulai Februari 2008 ini terbuka 
bagi anak-anak warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing usia 
2-11 tahun , berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia dimana 
progran GFF berlaku. Keanggotaan GFF Junior akan dikonversikan ke 
keanggotaan GFF reguler pada saat berusia 12 tahun. 
5. Sistem Tiket di PT. Garuda Indonesia 
PT. Garuda Indonesia dalam melakukan pengangkutan penumpang 
mengeluarkan 2 jenis tiket yaitu : 
a. Tiket Konvensional atau Paper Ticket 
Tiket Konvensional atau Paper Ticket adalah tanda bukti 
perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang yang 
berwujud kertas yang diberikan kepada penumpang. 
Pemesanan dan pembayaran tiket konvensional dilakukan di 
agen perjalanan atau di kantor-kantor Garuda Indonesia. Saat akan 
melakukan penerbangan, penumpang datang ke bandara membawa 
tiket penerbangan kemudian melakukan check-in ticket dan 
penumpang bisa masuk ke ruang keberangkatan. 
b. Electronic Ticketing (E-Tiketing) 
Electronic Ticketing (E-Tiketing) adalah tanda bukti perjanjian 
pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang, dimana 
penumpang tidak memegang tiket kertas tetapi suatu slip ITR 
(Itinerary Receipt) yaitu tanda terima rincian perjalanan. E-Ticketing 
merupakan tiket elektronik penerbangan yang dokumennya tercatat 
dalam database Garuda Indonesia. 
Proses pembelian tiket elektronik ini berbeda dengan 
pembelian tiket konvensional. Penumpang dapat memesan melalui call 
center Garuda Indonesia atau memesan lewat telepon. Pembayaran 
dapat dilakukan melalui ATM atau kartu kredit. Tanda bayar ATM 
atau kartu kredit tersebut dipakai sebagai bukti pengganti tiket. Semua 
informasi penumpang dan data perjalanan dimasukkan dalam sistem 
(database), maka ketika check-in penumpang menunjukkan KTP atau 
paspor dan penumpang akan diberikan ITR (Itinerary Receipt). 
Apabila tiket ini hilang dapat di print ulang, karena data tersimpan 
dalam sistem computer airlane Garuda Indonesia. 
(Wawancara dengan Bapak Alfari, Senior Finance Report Officer PT. 
Garuda Indonesia Cabang Surakarta, 23 April 2008) 
 
B. Kerugian yang Menjadi Tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia 
Terhadap Penumpang Penerbangan Domestik 
Pengangkutan udara memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga 
mengakibatkan tanggung jawab yang tidak ringan dari pengangkut. Dalam 
kenyataannya, pengangkut biasanya bertanggung jawab terhadap semua 
kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang. 
Di Indonesia, tanggung jawab pengangkut udara diatur dalam 
Ordonansi Pengangkutan Udara (Staatblad 1939 No. 100), Undang-Undang 
No. 15 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang 
Angkutan Udara. Ketentuan tentang tanggung jawab pengangkut udara dalam 
Ordonansi Pengangkutan Udara berlaku pada saat jaman Belanda yaitu pada 
tahun 1939. Sekarang, ketentuan tersebut telah dibuat aturan yang baru yaitu 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Dengan adanya 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tersebut bukan berarti Ordonansi 
Pengangkutan Udara tidak berlaku, Ordonansi Pengangkutan Udara tetap 
berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992. 
Ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 mengenai tanggung 
jawab pengangkut terdapat dalam Pasal 43, yaitu menyebutkan bahwa 
perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga 
bertanggung jawab atas: 
1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; 
2. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; 
3. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut 
apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. 
 Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan 
angkutan udara bertanggung jawab terhadap penumpang yaitu dalam hal 
kematian atau lukanya penumpang apabila terjadi kecelakaan; musnah, hilang 
atau rusaknya barang penumpang; serta adanya keterlambatan pesawat. 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tersebut kemudian diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. 
Peraturan Pemerintah ini menyebutkan ketentuan mengenai tanggung jawab 
pengangkut dan ketentuan mengenai besarnya ganti kerugian yang diberikan 
kepada penumpang. 
Dalam syarat-syarat perjanjian peraturan dalam negeri butir 1 
dijelaskan bahwa perjanjian pengangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan 
Ordonansi Pengangkutan Udara (Stbl. 1939 No. 100), Undang-Undang No. 15 
Tahun 1992 tentang Penerbangan, juncto Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 
1995 tentang Penerbangan serta kepada syarat-syarat pengangkutan, tarif, 
peraturan dinas, (kecuali waktu keberangkatan dan waktu kedatangan yang 
tersebut di dalamnya) dan peraturan lain dari pengangkut. 
 PT. Garuda Indonesia dalam tanggung jawabnya terhadap penumpang 
dalam penerbangan domestik didasarkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 
1992 dan untuk realisasi tanggung jawabnya didasarkan pada ketentuan 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara. Ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 ini dikhususkan untuk 
penerbangan domestik (Wawancara dengan Ibu Widya Agustina Siregar, 
Legal Advisor Garuda Indonesia, tanggal 24 Maret 2008). 
Dari kedua pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PT. 
Garuda Indonesia pada saat ini dalam hal tanggung jawab terhadap 
penumpang didasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 1992, namun 
disamping itu tetap tunduk pada Ordonansi Pengangkutan Udara. Dalam hal 
ini berarti PT. Garuda Indonesia menganut ketentuan yang baru yaitu dalam 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1995, namun apabila dalam Undang-Undang 
tersebut tidak ada ketentuan yang diperlukan maka PT. Garuda  Indonesia 
menggunakan ketentuan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara. 
Mengenai batas-batas pemberian ganti kerugian, PT. Garuda Indonesia 
menganut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 seperti 
yang termuat juga di dalam syarat-syarat perjanjian peraturan dalam negeri 
butir 5. PT. Garuda Indonesia tidak menganut ketentuan dalam Ordonansi 
Pengangkutan Udara karena limit ganti rugi yang termuat sudah tidak relevan 
dengan keadaan ekonomi dan perkembangan Indonesia saat ini. 
PT. Garuda Indonesia dalam tanggung jawabnya terhadap penumpang 
mencakup hal-hal seperti tersebut di dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 15 
Tahun 1992, yaitu bertanggung jawab terhadap penumpang yang mati, yang 
luka-luka maupun cacat tetap karena kecelakaan pesawat, barang penumpang 
(bagasi) yang hilang (total lost) ataupun yang rusak (damage), serta adanya 
keterlambatan pesawat. Namun tanggung jawab ini berlaku apabila kerugian 
yang terjadi disebabkan oleh kesalahan pengangkut. 
Dalam tanggung jawabnya, PT. Garuda Indonesia memiliki batasan-
batasan tertentu yaitu bahwa tanggung jawab pengangkut yaitu terbatas selama 
pengangkutan berlangsung, dalam hal ini berarti bahwa tanggung jawabnya 
adalah dari bandara pemberangkatan yaitu saat pesawat boarding (terbang) 
sampai pesawat mendarat ke bandara tujuan penumpang. Sehingga 
pengangkut memang bertanggung jawab atas musibah dan kerugian yang 
diderita penumpang yang disebabkan karena kesalahan pengangkut, akan 
tetapi tanggung jawab pengangkut tersebut ada batas-batasannya dalam hal 
pemberian ganti kerugian. 
1. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. 
Ketentuan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara yang 
menjelaskan tentang tanggung jawab pengangkut terhadap kematian atau 
lukanya penumpang terdapat dalam Pasal 24 ayat 1 yaitu yang 
menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang 
timbul karena luka-luka badan atau lain sebagainya yang diderita 
penumpang, apabila kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu, ada 
hubungannya dengan pengangkutan udara, dan terjadi dalam pesawat 
udara atau karena sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan masuknya 
dalam atau meninggalkannya/keluar dari pesawat udara. 
Dari ketentuan Pasal  tersebut diatas dapat disimpulkan pengangkut 
bertanggung jawab bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Adanya kecelakaan yang terjadi, 
b. Kecelakaan ini harus adanya hubungan dengan pengangkutan udara, 
c. Kecelakaan tersebut terjadi dalam pesawat terbang, atau selama adanya 
suatu tindakan dalam hubungan naik ke atau turun dari pesawat. 
(Suherman, 1962: 86) 
Sebagai syarat pertama timbulnya tanggung jawab pengangkut 
terhadap penumpang adalah adanya kecelakaan. Kecelakaan didefinisikan 
oleh Suherman yaitu suatu kejadian yang menimbulkan kerugian pada 
penumpang, baik sehingga ia tewas atau luka-luka, dan terjadi selama 
penumpang berada dalam pengawasan Pengangkut Udara (atau 
pegawainya) dan kejadian itu harus ada hubungannya dengan 
pengangkutan udara (Suherman, 1962: 88). 
Definisi tersebut di atas masih belum memiliki kualifikasi dari 
kejadian atau peristiwa yaitu sifat kejadian yang bagaimana yang dapat 
dikategorikan sebagai kecelakaan. Pesawat yang karena kerusakan mesin 
lalu terjatuh merupakan salah satu kecelakaan, namun di samping itu ada 
pula orang yang menganggap kepala pusing atau rasa mual pada saat 
melakukan penerbangan adalah merupakan suatu kecelakaan.  
Persyaratan tanggung jawab pengangkut yang lainnya juga dirasa 
belum spesifik. Kecelakaan yang dimaksud harus adanya hubungan 
dengan pengangkutan udara serta terjadi dalam pesawat udara, atau selama 
penumpang masuk ke dalam pesawat sampai keluar dari pesawat juga 
masih mempunyai batasan yang belum spesifik. Apabila ada penumpang 
yang merasa mual atau apabila ada penumpang yang meninggal karena 
sakit yang telah dideritanya  dan kejadian tersebut terjadi saat penerbangan 
dilakukan bisa saja dianggap sebagai tanggung jawab pengangkut. 
Selain dalam Pasal 24 ayat 1 Ordonansi Pengangkutan Udara, 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 juga menyebutkan ketentuan tentang 
tanggung jawab pengangkut terhadap kematian atau lukanya penumpang, 
yaitu dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab 
dari perusahaan angkutan udara yaitu kematian atau lukanya penumpang 
yang diangkut. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
kematian atau lukanya penumpang yang diangkut menjadi tanggung jawab 
perusahaan angkutan udara. Pengangkut udara wajib bertanggung jawab 
dan tanpa ada batasan tanggung jawab bagi pengangkut.  
Dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 
tersebut memiliki makna yang lebih luas lagi daripada ketentuan dalam 
Ordonansi Pengangkutan Udara. Jadi ketentuan dalam Ordonansi 
Pengangkutan Udara lebih mempersempit kemungkinan adanya tanggung 
jawab pengangkut udara. 
Tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap kematian atau 
lukanya penumpang menganut ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-
Undang No. 15 Tahun 1992, namun ada pembatasan yang dibuat oleh PT. 
Garuda Indonesia. Pembatasan tersebut yaitu menyebutkan bahwa : 
a. kematian atau lukanya penumpang harus disebabkan karena suatu 
kecelakaan yang ada hubungannya dengan pengangkutan udara, 
b. kecelakaan tersebut merupakan kesalahan dari pengangkut, 
c. kecelakaan tersebut terjadi saat penumpang berada didalam pesawat 
udara yaitu selama pesawat mulai mengudara dari bandara 
pemberangkatan sampai pesawat mendarat di bandara tujuan. 
Bagi penumpang yang meninggal atau luka/sakit saat berada di 
dalam pesawat atau saat penerbangan terjadi, namun hal itu bukan karena 
kecelakaan atau kesalahan dari pengangkut udara, maka PT. Garuda 
Indonesia tidak bertanggung jawab atas ganti rugi bagi penumpang yang 
mati atau luka-luka tersebut. Penanganannya secara operasional 
merupakan tanggung jawab pengangkut, namun pengangkut tidak 
bertanggung jawab atas ganti rugi karena hal tersebut bukan kesalahan dari 
pengangkut udara. 
Dalam tanggung jawab terhadap kematian atau lukanya 
penumpang, PT. Garuda Indonesia menganut prinsip absolute liability 
yang berarti bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atas kerugian 
yang timbul selama penerbangan dan tidak tergantung ada atau tidaknya 
unsur kesalahan di pihak pengangkut. Hal ini sesuai dengan dengan 
prinsip tanggung jawab pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 15 
Tahun 1992. 
2. Hilang atau rusaknya barang penumpang. 
Hilang atau rusaknya barang penumpang yang dimaksud disini 
adalah barang bagasi. Menurut Ordonansi Pengangkutan Udara, definisi 
bagasi adalah semua barang kepunyaan atau di bawah kekuasaan 
penumpang yang olehnya atau atas namanya, sebelum ia menumpang 
pesawat terbang, diminta untuk diangkut melalui udara. Dari pengertian 
bagasi dikecualikan benda-benda kecil untuk penggunaan pribadi, yang 
ada pada atau dibawa oleh penumpang sendiri. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua macam 
barang penumpang yaitu : 
a. Bagasi tercatat 
Bagasi tercatat adalah barang-barang yang oleh penumpang diserahkan 
dibawah pengawasan pengangkut, untuk diangkut bersama-sama 
dalam pesawat terbang (Suherman, 1962: 148). 
b. Bagasi tangan.  
Bagasi tangan adalah benda-benda keperluan pribadi yang berada 
dalam pengawasan penumpang sendiri dan benda itu tidak melekat 
pada atau berada dalam pakaian penumpang (Suherman, 1962: 150). 
Menurut PT. Garuda Indonesia ada tiga macam barang 
penumpang/bagasi penumpang yaitu : 
 
a. Bagasi tercatat (Check Baggage) 
Bagasi yang diserahkan dan didaftarkan kepada pengangkut untuk 
ditimbang dan diangkut di dalam bagasi. 
b. Bagasi tidak tercatat (Uncheck Baggage/Cabin Baggage) 
Bagasi yang tidak didaftarkan, tidak disimpan di dalam bagasi tetapi 
disimpan di kabin 
c. Bagasi tangan/bagasi bawaan pribadi penumpang (Carry On Baggage) 
Semua barang milik penumpang dibawah pengawasan dan kekuasaan 
penumpang pribadi. Bagasi tangan yang tercantum dalam syarat-syarat 
umum pengangkutan di tiket Garuda Indonesia yaitu terdiri dari : 
1) Satu tas tangan wanita, buku saku atau dompet uang, yang 
biasanya dipakai sebagai perlengkapan dalam perjalanan dan tidak 
boleh diisi dengan barang-barang sehingga dapat dikenakan 
sebagai bagasi. 
2) Satu baju mantel atau selimut. 
3) Sebuah kamera kecil dan/atau alat penglihatan jauh. 
4) Sebuah keranjang bayi dan/atau makanan bayi untuk selama 
penerbangan. 
5) Sebuah payung/tongkat untuk berjalan. 
6) Sejumlah buku yang pantas untuk bacaan untuk keperluan selama 
penerbangan. 
7) Satu kursi roda yang dapat dilipat untuk orang lumpuh dan/atau 
alat pembantu lain yang dipergunakan semata-mata oleh 
penumpang yang tak dapat berjalan sendiri, dengan syarat bahwa 
penumpang yang bersangkutan tergantung kepada alat bantu 
tersebut. 
Ketentuan mengenai hilang atau rusaknya barang penumpang 
terdapat dalam Pasal 25 Ordonansi Pengangkutan Udara, yaitu yang 
menyebutkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 
karena kerusakan dan/atau kehilangan bagasi/barang, jika kejadian yang 
menyebabkan kerugian itu, terjadi selama pengangkutan udara dilakukan. 
Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dalam hal hilang atau rusaknya barang bagasi penumpang, maka 
pengangkut bertanggung jawab bila memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. hilang atau rusaknya barang bagasi penumpang tersebut harus adanya 
hubungan dengan pengangkutan udara. 
b. hilang atau rusaknya barang bagasi penumpang terjadi dalam pesawat 
udara, atau selama penumpang masuk ke dalam pesawat sampai keluar 
dari pesawat. 
Persyaratan tersebut diatas mengandung makna yang luas dan tidak 
memiliki batasan untuk tanggung jawab pengangkut terhadap barang 
bagasi penumpang.  
Selain dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, ketentuan mengenai 
hilang atau rusaknya barang penumpang terdapat pula dalam Pasal 43 ayat 
2 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 yaitu yang menyebutkan 
pengangkut bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang 
yang diangkut. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa musnah, 
hilang atau rusaknya barang penumpang menjadi tanggung jawab dari 
perusahaan angkutan udara. Ketentuan dari pasal ini mengandung makna 
yang masih luas dan tidak ada batasan yang menjadi tanggung jawab 
pengangkut seperti yang terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara. 
Dalam tanggung jawabnya terhadap musnah, hilang atau rusaknya 
barang penumpang, PT. Garuda Indonesia menganut ketentuan dalam 
Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tersebut. Adanya hal 
tersebut maka prinsip yang dianut PT. Garuda Indonesia adalah prinsip 
absolute liability. Prinsip ini berlaku untuk bagasi tercatat dan bagasi tidak 
tercatat/bagasi kabin. 
PT. Garuda Indonesia dalam tanggung jawabnya mengenai 
musnah, hilang atau rusaknya barang penumpang juga membuat batasan 
tersendiri yaitu antara lain barang penumpang yang hilang atau rusak 
tersebut merupakan barang bagasi tercatat dan bagasi kabin. Barang bagasi 
yang hilang atau rusak terjadi di dalam pesawat udara yaitu sesudah 
penumpang menyerahkan bagasinya, pesawat mulai mengudara di bandara 
pemberangkatan sampai pesawat mendarat di bandara tujuan, dan 
kemudian penumpang menerima bagasinya dari pengangkut di tempat 
tujuan.  
PT. Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap bagasi 
tangan milik penumpang, hal ini disebabkan bagasi tangan berada di 
bawah pengawasan penumpang dan merupakan tanggung jawab dari 
penumpang sendiri. Prinsip yang digunakan PT. Garuda Indonesia 
terhadap bagasi tangan adalah prinsip presumption of non liability, jadi 
pengangkut dianggap selalu tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang 
ditimbulkan pada bagasi tangan. 
Pengangkut pada dasarnya tidak tahu menahu tentang adanya 
bagasi tangan. Dengan demikian maka bila pengangkut bertanggung 
jawab, ia berada di posisi yang sulit, karena harus membayar sesuatu yang 
tidak diketahui olehnya (Suherman, 1962: 152). 
Selain tidak bertanggung jawab terhadap bagasi tangan, PT. 
Garuda Indonesia juga mengadakan pembatasan tanggung jawab yang 
tercantum dalam syarat-syarat perjanjian peraturan dalam negeri butir 5 
yaitu antara lain : 
a. Bila penumpang saat penerimaan bagasi tidak mengajukan protes, 
maka dianggap bahwa bagasi itu telah diterima dalam keadaan lengkap 
dan baik. 
b. Pengangkut udara tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan 
barang-barang pecah belah/cepat busuk dan binatang hidup jika 
diangkut sebagai bagasi. 
c. Pengangkut udara tidak bertanggung jawab terhadap barang berharga 
seperti uang, perhiasan, barang elektronik, obat-obatan, dokumen serta 
surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan ke dalam bagasi. 
PT. Garuda Indonesia akan bertanggung jawab terhadap musnah, 
hilang atau rusaknya barang bagasi milik penumpang ini yaitu apabila 
penumpang dapat membuktikan bahwa hilang atau kerusakan barang 
bagasi tersebut merupakan kesalahan dari pengangkut yang dalam hal ini 
adalah PT. Garuda Indonesia. Apabila hilang atau kerusakan akibat 
kelalaian penumpang sendiri atau kesalahan dari airport authority maka 
PT. Garuda Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau 
kerusakan barang bagasi milik penumpang tersebut. 
Barang-barang penumpang yang diletakkan di bagasi haruslah 
barang-barang yang umum, barang-barang berharga tidak boleh 
ditempatkan di bagasi. Dalam hal ini penumpang harus jujur dalam 
memberitahukan isi barang bagasinya, apabila penumpang tidak jujur dan 
terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang berharga yang diletakkan 
dalam bagasi maka pihak PT. Garuda Indonesia akan memberikan ganti 
rugi berdasarkan berat barang bukan berdasarkan nilai barang. 
3. Keterlambatan pesawat 
Dalam hal keterlambatan pesawat, maka ketentuannya diatur dalam 
Pasal 28 Ordonansi Pengangkutan Udara yang menyebutkan bahwa 
apabila tidak terdapat persetujuan lain, maka pengangkut udara 
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena keterlambatan 
pengangkutan penumpang, bagasi atau barang. 
Ketentuan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengangkut udara tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 
karena keterlambatan pengangkutan penumpang, bagasi atau barang, 
kecuali kalau ada persetujuan lain dari perusahaan penerbangan. Dengan 
adanya suatu persetujuan, maka pengangkut udara dapat terbebas dari 
tanggung jawab atau dengan kata lain tanggung jawab PT. Garuda 
Indonesia memiliki batas-batas tertentu. 
Keterlambatan pesawat juga diatur dalam Pasal 43 ayat 3 Undang-
Undang No. 15 Tahun 1992 yaitu yang menyebutkan bahwa perusahaan 
angkutan udara bertanggung jawab atas keterlambatan angkutan 
penumpang dan/atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut 
merupakan kesalahan pengangkut. Dari ketentuan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa perusahaan angkutan udara akan bertanggung jawab 
atas keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang, apabila terbukti 
bahwa keterlambatan tersebut merupakan kesalahan pengangkut. 
Tanggung jawab keterlambatan yang disebutkan dalam Ordonansi 
Pengangkutan Udara dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 diatas telah 
memiliki batasan yang cukup sempit. Selain itu, dalam ketentuan-
ketentuan tersebut dapat juga sebagai pembatasan tanggung jawab pihak 
pengangkut terhadap keterlambatan pesawat. 
Masalah keterlambatan pesawat, secara hukum PT. Garuda 
Indonesia tetap bertanggung jawab. PT. Garuda Indonesia menganut 
ketentuan dalam Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 
tersebut, apabila keterlambatan pesawat disebabkan karena kesalahan 
pengangkut maka PT. Garuda Indonesia akan bertanggung jawab. 
Keterlambatan karena kesalahan pengangkut yaitu misalnya adanya 
kerusakan pada pesawat, kesalahan dari awak pesawat. Namun 
masalahnya penumpang akan sulit membuktikan keterlambatan tersebut 
merupakan kesalahan pengangkut atau yang lainnya, selain itu pengangkut 
udara juga akan berpikir ganti rugi apa dan berapa jumlah ganti ruginya 
yang akan diberikan kepada penumpang. 
Tanggung jawab terhadap keterlambatan pesawat ini tidak 
berdasarkan pada prinsip absolute liability, karena pengangkut masih 
dapat membebaskan tanggung jawabnya. Seperti yang tercantum dalam 
pasal 43 ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan angkutan udara 
bertanggung jawab atas keterlambatan angkutan penumpang dan/atau 
barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan 
pengangkut. Tanggung jawab terhadap keterlambatan ini menganut prinsip 
presumption of liability, yaitu pengangkut dianggap bertanggung jawab 
terhadap keterlambatan. Pengangkut bertanggung jawab atas adanya 
keterlambatan pengangkutan jika merupakan kesalahan dari pengangkut. 
Pihak pengangkut dapat terbebas dari tanggung jawab apabila 
keterlambatan disebabkan oleh faktor lain misalnya cuaca buruk atau 
airport authority, maka dengan hal ini PT. Garuda Indonesia tidak 
bertanggung jawab. 
C. Realisasi Tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia Terhadap Penumpang 
Penerbangan Domestik 
Dalam melakukan kegiatan penerbangan, kemungkinan akan terjadi 
hal-hal yang akan menyebabkan kerugian bagi penumpang, baik berupa 
kecelakaan, hilang atau rusaknya barang bagasi milik penumpang, maupun 
adanya suatu keterlambatan pesawat. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka 
penumpang akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak maskapai 
penerbangan. Hal ini merupakan realisasi dari tanggung jawab perusahaan 
pengangkutan udara. 
Ketentuan besarnya ganti kerugian terhadap penumpang terdapat di 
dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (Staatblad 1939 No. 100), namun 
ketentuan besarnya ganti kerugian sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan 
ekonomi sekarang ini. Sekarang telah ada ketentuan baru yaitu dalam 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara yaitu pada 
Pasal 43 dan 44. Ketentuan ganti rugi dalam Peraturan Pemerintah ini sudah 
relevan dengan keadaan perekonomian dan perkembangan jaman, maka PT. 
Garuda Indonesia menganutnya. Ketentuan dalam Pasal 43 membahas tentang 
ganti rugi yang diakibatkan karena kecelakaan pesawat. Pasal ini berbunyi : 
1. Santunan untuk penumpang yang meninggal dunia karena kecelakaan 
pesawat udara ditetapkan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta 
rupiah). 
2. Santunan untuk penumpang yang menderita luka karena kecelakaan 
pesawat udara atau sesuatu peristiwa di dalam pesawat udara atau selama 
waktu antara embarkasi dan debarkasi berlangsung, ditetapkan sampai 
dengan setinggi-tingginya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 
3. Santunan ganti rugi bagi penumpang yang menderita cacat tetap karena 
kecelakaan pesawat udara ditetapkan berdasarkan tingkat cacat tetap yang 
dialami sampai dengan setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). 
4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat cacat tetap serta besarnya 
santunan ganti rugi untuk masing-masing tingkat cacat tetap sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 membahas 
mengenai ganti kerugian atas kelambatan pesawat, yaitu dalam pasal ini 
berbunyi : 
1. Jumlah ganti rugi untuk kerugian bagasi tercatat, termasuk kerugian 
karena kelambatan dibatasi setinggi-tingginya Rp 100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) untuk setiap kilogram. 
2. Jumlah ganti rugi untuk kerugian bagasi kabin karena kesalahan 
pengangkut dibatasi setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
untuk setiap penumpang. 
3. Jumlah ganti rugi untuk kerugian kargo termasuk kerugian karena 
kelambatan karena kesalahan pengangkut dibatasi setinggi-tingginya Rp 
100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kilogram. 
4. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
hanya terhadap kerugian yang secara nyata dialami. 
Adapun realisasi tanggung jawab yang dilakukan PT. Garuda 
Indonesia terhadap penumpang menurut Ibu Widya adalah sebagai berikut : 
1. Tanggung jawab terhadap kematian atau lukanya penumpang 
PT. Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap 
penumpang yang diangkutnya. Dalam hal ini, apabila terjadi musibah atau 
kecelakaan pada saat melakukan penerbangan PT. Garuda Indonesia akan 
memberikan ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal, luka-
luka maupun cacat tetap. Dalam memberikan ganti kerugian, PT. Garuda 
Indonesia menganut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1995 tersebut, yaitu yang ketentuannya menyebutkan bahwa : 
a. Ganti rugi bagi penumpang meninggal ditetapkan sebesar Rp. 
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). 
b. Ganti rugi bagi penumpang yang luka-luka dibatasi setinggi-tingginya 
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). 
c. Ganti rugi penumpang yang mengalami cacat tetap dibatasi setinggi-
tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
Ketentuan ganti rugi dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 
1995 merupakan batas jumlah maksimum pemberian ganti rugi yang harus 
diberikan oleh perusahaan penerbangan apabila perusahaan tersebut telah 
merugikan penumpang. Dengan adanya hal ini, maka Peraturan 
Pemerintah lebih cenderung melindungi ke perusahaan angkutan udara 
dalam hal pemberian ganti rugi kepada penumpang. Dengan adanya batas 
maksimum dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tersebut, 
maka perusahaan angkutan udara boleh memberikan jumlah ganti rugi 
kurang dari jumlah ganti rugi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan angkutan udara 
kepada penumpang diperhitungkan berdasarkan luka-luka yang dialami 
penumpang dengan biaya rumah sakit dan perawatan. Jika biaya rumah 
sakit dan perawatan melebihi batas jumlah ganti rugi yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2000, maka pihak perusahaan 
angkutan udara tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti seluruh 
biaya yang dikeluarkan karena maksimal pemberian ganti rugi telah 
ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995. 
Realisasinya, dalam hal memberikan ganti kerugian bagi korban 
yang meninggal, luka-luka maupun cacat tetap, PT. Garuda Indonesia 
memberikan ganti rugi lebih besar dari ketentuan ganti rugi yang terdapat 
dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 (Wawancara dengan Ibu 
Widya Agustina Siregar, Legal Advisor Garuda Indonesia, tanggal 24 
Maret 2008). 
 Dalam ganti rugi ini PT. Garuda Indonesia tidak mutlak mengikuti 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995, karena dengan 
jumlah ganti rugi akan dapat mempengaruhi citra dari PT. Garuda 
Indonesia. Jumlah ganti rugi yang diberikan PT. Garuda Indonesia 
melebihi dari jumlah ganti rugi yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 40 Tahun 1995, hal ini bisa terjadi karena adanya 
persetujuan antara PT. Garuda Indonesia dengan perusahaan asuransi yang 
bekerja sama dengan PT. Garuda Indonesia. Sepanjang saldo premi yang 
masuk ke perusahaan asuransi besar dan mencukupi, maka ganti rugi yang 
akan diberikan akan lebih besar pula.  
Perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Garuda 
Indonesia yaitu perusahaan asuransi Jasindo. PT. Garuda Indonesia 
mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap perusahaan asuransi 
tersebut. Asuransi ini berguna untuk menjamin resiko dalam penerbangan 
yaitu berupa luka-luka/cacat tetap/kematian penumpang, 
kehilangan/kerusakan barang .  
Adanya perusahaan asuransi Jasindo yang dipercaya oleh PT. 
Garuda Indonesia tersebut, maka pengalihan resiko atas ganti kerugian 
terhadap penumpang akan beralih dari PT. Garuda Indonesia ke 
Perusahaan asuransi Jasindo. Apabila terjadi musibah atau kecelakaan 
dalam melakukan penerbangan sehingga merugikan penumpang, maka 
yang akan memberikan ganti kerugian kepada penumpang adalah 
perusahaan asuransi Jasindo. Ganti kerugian yang diberikan juga termasuk 
biaya perawatan maupun pengobatan apabila penumpang luka-luka 
maupun cacat tetap. Selain ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan 
asuransi, dalam hal ini PT. Garuda Indonesia juga memberikan semacam 
uang duka cita. 
Dalam hal ini penulis akan memberikan contoh pemberian ganti 
rugi dalam kasus kecelakaan pesawat GA-200 di Yogyakarta sebagai 
berikut : 
Pada tanggal 7 Maret 2007 pukul 06.55 WIB penerbangan pesawat 
Garuda Indonesia yaitu GA-200 jurusan Jakarta-Yogyakarta mengalami 
kecelakaan yaitu meledak ketika terperosok saat melakukan pendaratan di 
Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta. Pesawat ini membawa 133 penumpang 
dan 7 awak pesawat. Korban yang meninggal sebanyak 22 orang yaitu 21 
orang penumpang dan 1 awak pesawat, sedangkan 118 lainnya selamat 
dan mengalami luka-luka. 
Ganti rugi yang diberikan dalam kecelakaan Pesawat GA-200 
tersebut yaitu sebagai berikut : 
 
 
a. Bagi penumpang yang hidup (luka-luka/cacat), mendapatkan : 
- Ganti rugi   Rp. 50.000.000,- 
- Uang simpati   Rp. 25.000.000,- 
Total ganti rugi   Rp. 75.000.000,- 
Dari ganti rugi tersebut masih ditambah biaya pengobatan rumah sakit 
dan rawat jalan sampai sembuh. 
b. Bagi penumpang yang meninggal, ahli warisnya mendapatkan : 
- Ganti rugi   Rp. 575.000.000,- 
- Uang simpati   Rp.   25.000.000,- 
Total ganti rugi   Rp. 600.000.000,- 
Seluruh biaya ganti rugi tersebut merupakan tanggungan perusahaan 
asuransi. 
Untuk ketentuan santunan ganti rugi yang diberikan bagi 
penumpang yang luka adalah sama, tidak membedakan jenis luka dari para 
penumpang, hanya saja yang membedakan adalah tambahan biaya 
pengobatan rumah sakit dan perawatan (Wawancara dengan Ibu Widya 
Agustina Siregar, Legal Advisor Garuda Indonesia, tanggal 24 Maret 
2008). 
Penumpang selain diberi ganti rugi dari PT. Garuda Indonesia yang 
diasuransikan pada asuransi Jasindo, juga mendapatkan santunan dari 
asuransi Jasa Raharja. Asuransi Jasa Raharja merupakan asuransi sosial 
yang premi/iurannya wajib dibayar oleh penumpang saat pembelian tiket. 
Jadi harga tiket yang dibeli oleh penumpang sudah termasuk premi dan di 
dalam tiket tersebut telah dicantumkan kalimat ”penumpang yang 
namanya tercantum dalam tiket ini dipertanggungkan pada PT. Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 
juncto peraturan pelaksanaannya”. Dengan adanya hal tersebut, apabila 
terjadi suatu kecelakaan penerbangan yang menyebabkan 
kematian/lukanya penumpang, maka penumpang mendapatkan hak untuk 
memperoleh santunan dari PT. Asuransi Jasa Raharja yang preminya telah 
dibayar oleh penumpang bersamaan dengan pembelian tiket. 
Santunan yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja kepada 
penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat udara berdasarkan 
ketentuan Peraturan Menkeu RI No. 37/PMK.101/2008 yaitu : 
a. Korban meninggal dunia sebesar Rp. 50.000.000,- 
b. Korban cacat tetap sebesar Rp. 50.000.000,- 
c. Biaya perawatan sebesar (maksimal)  Rp. 25.000.000,- 
Apabila terjadi kecelakaan pesawat, penumpang mendapatkan 
ganti rugi dari perusahaan asuransi Jasindo dan santunan dari asuransi Jasa 
Raharja. Kedua asuransi tersebut merupakan asuransi yang terpisah, ganti 
rugi dari asuransi Jasindo merupakan ganti rugi yang wajib diberikan 
sebagai bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia kepada penumpang 
dan preminya dibayar oleh pihak PT. Garuda Indonesia, sedangkan 
santunan dari asuransi Jasa Raharja merupakan hak dari penumpang yang 
telah membayar premi asuransi tersendiri (Wawancara dengan Bapak Budi 
Hermawan, Risk Manager Garuda Indonesia, tanggal 17 April 2008). 
Dengan demikian, apabila terjadi suatu kecelakaan maka 
penumpang mendapatkan dua ganti kerugian yaitu dari PT. Garuda 
Indonesia dan dari PT. Asuransi ganti Kerugian Jasa Raharja. Penumpang 
mulai mendapat asuransi yaitu pada saat : 
a. Untuk liability insurance/asuransi tanggung jawab adalah sejak 
penumpang berada dibawah pengawasan PT. Garuda Indonesia. 
b. Untuk Asuransi Jasa Raharja adalah sejak penumpang membayar iuran 
wajib pada saat pembelian tiket dan penumpang sudah menaiki tangga 
pesawat, selama penerbangan sampai turun dari tangga pesawat. 
Dalam hal pemberian uang ganti rugi, ada prosedur tersendiri yang 
harus dilaksanakan oleh penumpang yang mengalami luka-luka maupun 
oleh keluarga dari penumpang yang meninggal. 
a. Bagi penumpang yang meninggal 
1) Keluarga korban yang menjadi ahli waris harus membawa identitas 
pribadi. 
2) Keluarga korban harus membawa kartu keluarga atau surat 
keterangan dari kelurahan sebagai surat pernyataan bahwa orang 
tersebut merupakan keluarga korban. 
3) Keluarga korban membuat surat kuasa, surat tersebut berisi siapa 
yang akan menerima uang ganti rugi dan berisi pernyataan bahwa 
seluruh keluarga menyerahkan kuasa terhadap ahli waris tersebut. 
Surat kuasa tersebut harus ditandatangani oleh seluruh keluarga 
korban. Dalam hal ini dapat disebut pula dengan Surat Fatwa 
Waris yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama (Muslim) atau 
Pengadilan Negeri (non Muslim). 
4) Keluarga korban yang bersedia menerima uang ganti rugi, ahli 
waris tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan 
Pembebasan/Release and Discharge yang isinya membebaskan PT. 
Garuda Indonesia dari segala gugatan dan/atau tuntutan dari 
korban/ahli waris maupun pihak ketiga lainnya. Dengan 
ditandatanganinya surat tersebut, maka apabila ahli waris telah 
menerima uang ganti rugi, ahli waris maupun keluarga korban 
yang lain tidak akan melakukan gugatan lebih lanjut. 
b. Bagi penumpang yang mengalami luka maupun cacat tetap 
1) Penumpang menyerahkan identitas pribadi. 
2) Penumpang setelah menerima uang ganti rugi harus 
menandatangani Surat Pernyataan Pembebasan/Release and 
Discharge. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka apabila 
penumpang telah menerima uang ganti rugi tidak akan melakukan 
gugatan lebih lanjut. 
Bagi penumpang yang meninggal, maka yang berhak menerima 
uang ganti rugi adalah : 
a. Suami atau istri dari penumpang yang meninggal. 
b. Anak dari penumpang yang meninggal. 
c. Orang tuanya. 
d. Ahli Waris yang sah. 
2. Tanggung jawab terhadap barang bagasi penumpang 
Ganti rugi terhadap barang bagasi penumpang menurut Ordonansi 
Pengangkutan Udara Pasal 30 ayat 2 adalah dibatasi sampai jumlah Rp. 
25,- (dua puluh lima rupiah) perkilogramnya. Namun besarnya ganti 
kerugian ini sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 
perekonomian Indonesia saat ini. 
PT. Garuda Indonesia dalam hal tanggung jawab terhadap barang 
milik penumpang dalam realisasinya didasarkan pada ketentuan Pasal 44 
ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995. Pasal tersebut 
menyebutkan mengenai jumlah ganti rugi yaitu : 
a. Untuk kerugian bagasi tercatat, termasuk kerugian untuk kelambatan 
dibatasi setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 
setiap kilogramnya. 
b. Untuk kerugian bagasi kabin karena kesalahan pengangkut dibatasi 
setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 
penumpang. 
Adapun barang-barang milik penumpang yang menjadi tanggung 
jawab PT. Garuda Indonesia yaitu barang bagasi, sedangkan untuk bagasi 
tangan milik penumpang PT. Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab. 
Bagasi tangan berada dibawah pengawasan penumpang sendiri. 
Pada dasarnya ganti kerugian untuk barang bagasi penumpang 
didasarkan pada berat barang atau weight sistem, yaitu tidak melihat 
berapa harga atau nilai dari barang tersebut pada waktu check in tetapi 
mengacu pada berat barang bagasi tersebut, kecuali barang tersebut telah 
dilaporkan sebagai barang berharga (Wawancara dengan Ibu Widya 
Agustina Siregar, Legal Advisor Garuda Indonesia, tanggal 2 April 2008). 
Apabila telah dilaporkan sebagai barang berharga, maka biaya 
pengangkutannya telah diperhitungkan dengan biaya premi asuransi atas 
resiko kehilangan / kerusakan barang tersebut. Semakin tinggi nilai barang 
tentunya semakin besar premi asuransinya, sehingga semakin besar biaya 
pengangkutan barang yang harus dibayar. Apabila terjadi resiko maka 
pemilik barang akan mendapatkan nilai barang tersebut sesuai nilai 
pertanggungan barang tersebut. 
Dalam realisasinya, apabila ada yang melaporkan kerusakan atau 
kehilangan bagasi, biasanya akan diselesaikan saat itu pula secara damai 
oleh petugas PT. Garuda Indonesia. Kerusakan atau kehilangan tersebut 
akan langsung diselidiki, dan apabila merupakan kesalahan dari PT. 
Garuda Indonesia maka akan langsung diurus ganti ruginya sesuai dengan 
berat barang (Wawancara dengan Ibu Widya Agustina Siregar, Legal 
Advisor Garuda Indonesia, tanggal 2 April 2008). 
Apabila barang bagasi ada yang rusak atau hilang yang terbukti 
karena kesalahan pengangkut, maka penumpang harus melapor ke pihak 
PT. Garuda Indonesia segera sebelum keluar bandara. Penumpang yang 
telah meninggalkan bandara, maka tidak dapat meminta 
pertanggungjawaban kepada pengangkut apabila barang bagasinya 
tersebut hilang atau rusak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam syarat-
syarat perjanjian dalam negeri  No. 5 butir c yang menyebutkan bahwa 
bila penumpang pada saat penerimaan bagasi tidak mengajukan protes, 
maka dianggap bahwa bagasi itu telah diterima dalam keadaan lengkap 
dan baik.  
Ganti rugi atas kerusakan/kehilangan barang bagasi penumpang 
diberikan apabila terjadi dalam penerbangan normal atau pesawat tidak 
mengalami kecelakaan, tetapi kerusakan/kehilangan barang bagasi tersebut 
disebabkan karena kesalahan pengangkut. Apabila terjadi kecelakaan 
pesawat maka ganti rugi yang diberikan hanya untuk penumpang baik 
yang luka-luka/cacat tetap/meninggal. 
3. Tanggung jawab terhadap keterlambatan 
Secara hukum PT. Garuda Indonesia bertanggung jawab terhadap 
kerugian yang disebabkan karena keterlambatan yang disebabkan karena 
kesalahan pengangkut, yaitu baik keterlambatan penumpang maupun 
keterlambatan barang. 
a. Keterlambatan penumpang 
Keterlambatan pengangkutan penumpang pada dasarnya 
merupakan tanggung jawab dari pengangkut, seperti yang tercantum 
pada Pasal 43 ayat 3  Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 serta Pasal 
42 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995. Namun untuk 
batas ganti rugi untuk keterlambatan penumpang, dalam Peraturan 
Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tidak ada ketentuannya. 
PT. Garuda Indonesia juga bertanggung jawab terhadap 
keterlambatan penumpang, namun dalam realisasinya PT. Garuda 
Indonesia tidak pernah memberikan ganti kerugian kepada penumpang 
karena masalah keterlambatan pesawat. Hal ini karena masalah 
keterlambatan sulit dibuktikan merupakan kesalahan dari pihak mana, 
apakah kesalahan dari pihak pengangkut atau kesalahan disebabkan 
karena faktor lain. PT. Garuda Indonesia hanya akan bertanggung 
jawab apabila itu merupakan kesalahan dari pihak pengangkut dan 
kerugian yang disebabkan karena keterlambatan pesawat adalah 
kerugian yang nyata diderita oleh penumpang. 
PT. Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap 
kerugian tidak nyata yang diderita oleh penumpang, misalnya 
kehilangan keuntungan bisnis akibat keterlambatan pesawat. Hal ini 
seperti yang termuat dalam Pasal 44 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 
40 Tahun 1995 yang menyebutkan ganti rugi yang diberikan hanya 
terhadap kerugian yang secara nyata dialami. Apabila penumpang 
mengalami kerugian yang besar disebabkan karena keterlambatan 
pesawat, maka penumpang dapat mengajukan komplain dan perlu 
melakukan pembuktian bahwa keterlambatan tersebut merupakan 
kesalahan dari pihak pengangkut. 
Dalam prakteknya, pihak PT. Garuda Indonesia hanya 
bertanggung jawab secara moril saja. Dalam hal ini berarti bila terjadi 
keterlambatan pengangkutan penumpang, maka pihak PT. Garuda 
Indonesia hanya melakukan permintaan maaf saja dan memberikan 
sebatas makan gratis untuk para penumpang. Apabila PT. Garuda 
Indonesia memberikan ganti rugi secara materiil, maka pihak 
pengangkut juga akan kesulitan dalam hal kerugian apa yang mungkin 
timbul serta berapa jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan 
(Wawancara dengan Ibu Widya Agustina Siregar, Legal Advisor 
Garuda Indonesia, tanggal 2 April 2008). 
b. Keterlambatan barang atau bagasi penumpang 
Keterlambatan barang atau bagasi penumpang pada dasarnya 
juga merupakan tanggung jawab dari pengangkut. Ketentuan mengenai 
hal ini sama seperti tanggung jawab pengangkut terhadap 
keterlambatan penumpang, yaitu didasarkan pada Pasal 43 ayat 3  
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 serta Pasal 42 ayat 3 Peraturan 
Pemerintah No. 40 Tahun 1995. 
Batas ganti rugi untuk keterlambatan barang atau bagasi 
penumpang ketentuannya terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah No. 40 Tahun 1995. Realisasinya, PT. Garuda Indonesia 
memberikan batas ganti rugi seperti ketentuan yang terdapat di dalam 
pasal tersebut. Untuk keterlambatan bagasi dibatasi setinggi-tingginya 
Rp. 100.000,- perkilogramnya. 
Dalam kenyataannya, PT. Garuda Indonesia jarang menerima 
komplain dalam hal keterlambatan penumpang ataupun keterlambatan 
bagasi/barang penumpang. Hal ini disebabkan karena penumpang akan 
sulit membuktikan bahwa keterlambatan ini merupakan kesalahan pihak 
PT. Garuda Indonesia atau pihak yang lainnya. 
Pada dasarnya, PT. Garuda Indonesia akan memberikan ganti rugi 
kepada penumpang selama kerugian-kerugian yang dialami oleh penumpang 
tersebut secara nyata merupakan kesalahan dari pihak pengangkut. 
Bagi penumpang asing yang melakukan penerbangan domestik, 
realisasi tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia sama 
dengan realisasi tanggung jawab terhadap penumpang domestik. Dalam hal ini 
berarti PT. Garuda Indonesia tidak membedakan realisasi tanggung jawab 
antara penumpang domestik maupun penumpang asing yang melakukan 
penerbangan domestik, yaitu tetap pada ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 
1995. Jadi apabila penumpang asing yang melakukan penerbangan domestik 
mengalami kerugian, maka pihak PT. Garuda Indonesia akan mengganti 
kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1995 apabila telah terbukti bahwa pihak PT. Garuda Indonesia yang 
bersalah. 
PT. Garuda Indonesia dalam hal pemberian ganti rugi juga tidak 
membedakan antara penumpang yang menjadi member dengan penumpang 
biasa. Untuk anggota GFF ini dalam tanggung jawab dan pemberian ganti rugi 
juga didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995. 
Tiap penumpang baik yang menjadi anggota maupun yang tidak mempunyai 
kedudukan yang sama dalam hal tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. 
Garuda Indonesia. 
Sesuai dengan penjabaran diatas, PT. Garuda Indonesia dapat 
dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan 
pengangkut udara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 
serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995. Hal ini dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
1. Realisasi tanggung jawab terhadap kematian atau lukanya penumpang. 
Dalam hal ganti rugi untuk luka atau kematian penumpang, PT. 
Garuda Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan 
Pemerintah No. 40 Tahun 1995. Besarnya ganti rugi untuk kematian 
penumpang dalam Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 
1995 disebutkan ganti kerugiannya sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan 
dari PT. Garuda Indonesia memberikan ganti rugi yang lebih besar dari 
jumlah tersebut. Dalam hal luka-lukanya penumpang berdasarkan Pasal 43 
ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 disebutkan besarnya ganti 
kerugian sebesar-besarnya Rp. 40.000.000,- sedangkan dari PT. Garuda 
Indonesia untuk ganti rugi lukanya penumpang memberikan jumlah yang 
lebih besar dari jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut. Untuk cacat tetap, berdasarkan Pasal 43 ayat 3 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 ganti kerugian ditetapkan 
sampai dengan setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- sedangkan PT. Garuda 
Indonesia memberikan ganti kerugian yang lebih besar. Besarnya ganti 
kerugian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 
merupakan batas maksimal pemberian ganti rugi yang harus dilakukan 
oleh pengangkut udara, namun PT. Garuda Indonesia justru memberikan 
ganti kerugian yang lebih besar dari jumlah ganti kerugian yang 
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 1995. 
2. Realisasi tanggung jawab untuk rusak atau hilangnya barang bagasi 
penumpang. 
Dalam hal rusak atau hilangnya bagasi penumpang, PT. Garuda 
Indonesia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 
1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 yang menyebutkan 
bahwa untuk kerugian bagasi tercatat dibatasi setinggi-tingginya Rp. 
100.000,- untuk setiap kilogram dan untuk kerugian bagasi kabin karena 
kesalahan pengangkut dibatasi setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- untuk 
setiap penumpang. PT. Garuda Indonesia dalam hal ganti kerugian 
terhadap barang bagasi penumpang mengikuti ketentuan besarnya ganti 
rugi dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1995. Hal ini seperti yang 
tertera dalam syarat-syarat perjanjian dalam negeri yang menyebutkan 
bahwa tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi 
ditetapkan sejumlah setinggi-tingginya Rp. 100.000,- per kilogram. 
3. Realisasi tanggung jawab untuk keterlambatan pesawat. 
Untuk keterlambatan pesawat bagi penumpang, PT. Garuda 
Indonesia hanya bertanggung jawab secara moril saja. Hal ini telah sesuai 
pula dengan Peraturan Pemerintah yang tidak menyebutkan mengenai 
besarnya ganti kerugian untuk keterlambatan penumpang. Selain itu, 
diperkuat pula dalam Pasal 44 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 
1995 yang menyebutkan bahwa ganti rugi diberikan hanya terhadap 
kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang. Namun untuk 
keterlambatan barang bagasi penumpang, PT. Garuda Indonesia sesuai 
dengan ketentuan ganti rugi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
No. 40 Tahun 1995 Pasal 44 ayat 1 yaitu ganti rugi karena kelambatan 
dibatasi sebesar-besarnya Rp. 100.000,- untuk setiap kilogram. 
D. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Realisasi tanggung jawab 
PT. Garuda Indonesia Terhadap Penumpang Penerbangan Domestik dan 
Solusi untuk Mengatasi Masalah Tersebut 
Dalam merealisasikan tanggung jawabnya, PT. Garuda Indonesia tidak 
selalu berjalan lancar. Ada beberapa faktor yang biasanya menjadi hambatan 
dalam merealisasikannya, yaitu antara lain : 
1. Ahli waris dari penumpang yang meninggal akibat kecelakaan 
Hambatan yang kadang terjadi dalam perwujudan realisasi 
tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang yaitu dari segi 
ahli waris. Ahli waris dalam hal ini adalah ahli waris dari penumpang yang 
meninggal akibat kecelakaan penerbangan. Beberapa ahli waris dari 
keluarga penumpang yang meninggal berselisih menginginkan dan merasa 
berhak atas ganti kerugian yang diberikan PT. Garuda Indonesia. Adanya 
hal tersebut maka akan menghambat dalam pemberian uang ganti rugi atas 
penumpang yang meninggal, karena belum adanya kepastian kepada ahli 
waris yang mana ganti rugi tersebut akan diberikan. 
Dalam masalah ahli waris dari penumpang yang meninggal ini, 
maka solusi yang diambil oleh PT. Garuda Indonesia adalah akan 
diusahakan perdamaian antara ahli waris, apabila perdamaian tidak 
tercapai maka pihak PT. Garuda Indonesia akan memintakan fatwa waris 
dari pengadilan, yaitu yang berisi tentang siapa ahli waris yang berhak 
menerima ganti kerugian. Surat tersebut harus ditandatangani dan disetujui 
oleh pihak keluarga. Untuk yang beragama Islam dimintakan ke 
Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang beragama lain dimintakan ke 
Pengadilan Negeri setempat. Setelah dikeluarkannya fatwa waris dari 
pengadilan yang terkait, maka pemberian ganti rugi baru akan dilakukan. 
2. Warga negara asing yang melakukan penerbangan domestik 
Warga negara asing yang melakukan penerbangan domestik juga 
sering menjadi hambatan dalam realisasi tanggung jawab PT. Garuda 
Indonesia. Hal ini disebabkan karena apabila terjadi kecelakaan atau 
kerugian yang disebabkan karena kesalahan pengangkut, ganti rugi yang 
diberikan jumlahnya kecil atau tidak sebesar ketentuan ganti kerugian 
yang diterapkan di negaranya.  
Dalam hal ini maka ganti rugi yang diberikan tetap berdasarkan 
hukum nasional yaitu Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1992, karena 
penerbangan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut adalah 
penerbangan domestik. Dengan masalah ganti rugi tersebut kadang warga 
negara asing ada yang mengajukan klaim di negaranya, yaitu mengajukan 
kasus tersebut ke pengadilan di negaranya. Apabila warga negara asing 
ada yang mengajukan klaim di negaranya, maka kasus ini akan 
diselesaikan melalui pengadilan. 
3. Penumpang yang menggunakan tiket atas nama atau milik orang lain 
Saat terjadi kecelakaan pesawat apabila ditemukan penumpang 
yang menggunakan tiket atas nama atau milik orang lain, maka hal ini 
dapat menghambat dalam realisasi tanggung jawab pengangkut udara 
apabila penumpang tersebut mengalami kerugian.  
Dalam kejadian ini PT. Garuda Indonesia akan melakukan 
pengecekan identitas penumpang dengan tiket penerbangan yang 
digunakan, apabila terbukti penumpang tersebut menggunakan tiket atas 
nama/milik orang lain maka pihak asuransi tidak akan memberikan ganti 
rugi. Ganti rugi akan diberikan hanya untuk penumpang yang identitasnya 
sama dengan yang tertera di dalam tiket. 
Pada prinsipnya, penumpang yang diasuransikan oleh PT. Garuda 
Indonesia adalah yang namanya tercantum di tiket. Apabila tiket dipakai 
oleh orang lain, maka perusahaan asuransi tidak akan memberikan ganti 
rugi. Hal itu merupakan resiko penumpang yang menggunakan tiket atas 
nama/milik orang lain. 
BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan uraian di muka, penulis dapat mengambil simpulan 
sebagai berikut : 
1. PT. Garuda Indonesia dalam melakukan kegiatan penerbangan kadang 
timbul kerugian bagi penumpang. Dengan adanya hal tersebut maka PT. 
Garuda Indonesia harus bertanggung jawab terhadap penumpang. 
Kerugian yang menjadi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap 
penumpang penerbangan domestik meliputi : 
a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut 
b. Hilang atau rusaknya barang bagasi 
c. Keterlambatan pesawat 
Prinsip tanggung jawab yang diterapkan PT. Garuda Indonesia untuk 
kematian atau lukanya penumpang serta hilang atau rusaknya barang 
bagasi  adalah prinsip absolute liability. Untuk keterlambatan pesawat, PT. 
Garuda Indonesia menggunakan prinsip presumption of liability. 
 
2. Realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap kerugian 
penumpang penumpang domestik yaitu : 
a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut 
Dalam realisasinya PT. Garuda Indonesia memberikan ganti rugi 
kematian atau lukanya penumpang lebih besar dari besarnya ganti rugi 
yang ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 
1995. 
b. Hilang atau rusaknya barang penumpang 
Realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap hilang atau 
rusaknya barang bagasi sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995. Besarnya ganti kerugian 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut, yaitu ganti rugi dibatasi setinggi-tingginya Rp. 100.000,- 
(seratus ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya. 
c. Keterlambatan pengangkutan 
1) Keterlambatan pengangkutan penumpang 
Dalam prakteknya, pihak PT. Garuda Indonesia hanya bertanggung 
jawab secara moril saja. Dalam hal ini berarti bila terjadi 
keterlambatan pengangkutan penumpang yang disebabkan oleh 
pihak pengangkut, maka pihak PT. Garuda Indonesia hanya 
melakukan permintaan maaf saja dan memberikan sebatas makan 
gratis untuk para penumpang. 
2) Keterlambatan pengangkutan barang 
Realisasinya, PT. Garuda Indonesia memberikan batas ganti rugi 
seperti ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 44 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tersebut. Untuk keterlambatan 
bagasi apabila merupakan kesalahan pengangkut dibatasi setinggi-
tingginya Rp. 100.000,- perkilogramnya. 
3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam realisasi tanggung jawab PT. 
Garuda Indonesia terhadap penumpang penerbangan domestik yaitu antara 
lain : 
a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal. 
Banyak ahli waris dari keluarga penumpang yang meninggal yang 
menginginkan dan merasa berhak atas ganti kerugian yang diberikan 
PT. Garuda Indonesia. Solusinya yaitu akan dimintakan fatwa waris ke 
pengadilan, sehingga akan jelas kepada ahli waris yang mana uang 
ganti rugi tersebut akan diberikan. 
b. Warga negara asing yang melakukan penerbangan domestik. 
Warga negara asing yang pada saat melakukan penerbangan domestik 
terjadi kecelakaan pesawat, kadang melakukan komplain atas ganti 
rugi yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia karena jumlahnya kecil 
atau tidak sebesar ketentuan ganti kerugian yang diterapkan di 
negaranya. Pada kasus ini apabila warga negara asing melakukan 
klaim maka akan diselesaikan melalui pengadilan. 
c. Penumpang yang menggunakan tiket atas nama atau milik orang lain. 
Dalam kejadian ini PT. Garuda Indonesia akan melakukan pengecekan 
identitas penumpang dengan tiket penerbangan yang digunakan, 
apabila terbukti penumpang tersebut menggunakan tiket atas 
nama/milik orang lain maka pihak asuransi tidak akan memberikan 
ganti rugi. 
 
 
B. SARAN 
1. Dengan adanya tanggung jawab yang besar dari pengangkutan udara akan 
meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan 
pengangkutan udara tersebut sebagai sarana transportasi udara, sehingga 
perlu bagi PT. Garuda Indonesia mempertahankan atau lebih 
meningkatkan kualitas dan tanggung jawabnya kepada penumpang. 
2. Meskipun ketentuan mengenai ganti rugi dalam Peraturan Pemerintah No. 
40 Tahun 1995 cenderung lebih menguntungkan pihak pengangkut, 
sebaiknya dengan hal tersebut pengangkut tetap berlaku adil dan sebisa 
mungkin memberikan pelayanan yang memuaskan bagi penumpang. 
3. Perlu diberikannya penjelasan kepada penumpang mengenai 
keterlambatan pesawat. Apabila pesawat mengalami keterlambatan, 
sebaiknya pihak pengangkut memberikan penjelasan mengenai penyebab 
keterlambatan dan perkiraan waktu keterlambatan. 
4. Perlu ditumbuhkan kesadaran para pihak yang berkaitan dengan 
pengangkutan udara akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga 
akan tercipta pengangkutan udara yang lancar, aman serta memuaskan 
semua pihak.  
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